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Kata Pengantar 

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan 

rahmat dan karunia-Nya proses pembuatan Buku Panduan Kekayaan Intelektual 

dapat diselesaikan dengan baik. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan suatu 

bentuk kapitalisasi dari ide manusia yang dapat menjadi pendorong dan daya 

saing perekonomian suatu bangsa. Rendahnya daya saing ekonomi bangsa 

Indonesia karena teknologi sebagian besar masih dikuasai oleh negara maju 

seperti Amerika Serikat, Jepang, China, Jerman, dan lain lain. Padahal kunci 

memenangkan kompetisi di era teknologi dan digital saat ini adalah produk KI 

yang terdaftar dan terlindungi seperti paten, hak cipta, desain industri, merek, 

desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas tanaman maupun rahasia 

dagang. Sampai saat ini, pengajuan KI di Indonesia sekitar 80-90 persen adalah 

permohonan dari luar negeri. Hal ini mengindikasikan negara kita adalah pasar 

utama yang dibanjiri teknologi yang kita sangat tergantung padanya. Hambatan 

yang dirasakan oleh penemu/pencipta/kreator dari produk KI tidak semata pada 

hasil KI mereka namun mereka masih banyak yang belum memahami prosedur 

dan tata cara permohonannya serta mengidentifikasi produk KI mereka termasuk 

dalam lingkup jenis KI yang mana. Kedua faktor tadi yang masih menjadi 

penyebeb rendahnya pengajuan KI domestik. Buku Panduan ini diharapkan 

menjadi salah satu terobosan dan upaya untuk mengatatasi gap bagaimana 

memindahkan hasil KI menjadi suatu produk hukum berupa Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI). Buku ini disusun dengan bahasa yang mudah dipahami 

disertai contoh contoh yang diuraikan secara jelas sehingga diharapkan pembaca 

akan lebih terbantu dalam proses memahami jenis-jenis produk KI maupun 

prosedur pengajuannya. Di sini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada 

Tim Penulis dari Sentra HKI Universitas Yogyakarta, Pusat Inovasi LIPI dan 

pihak yang terlibat dalam penulisan Buku Panduan ini. Akhir kata, semoga buku 

ini dapat dimanfaatkan secara luas baik oleh dosen, peneliti, UKM maupun 

masyarakat umum khsusunya yang memiliki produk kekayaan intelektual. 

 

Yogyakarta, 6 April 2017 

 

LPPM UNY/SENTRA HKI UNY 
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HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) 

 

Pengantar 

Definisi, Kondisi Permasalahan KI dan HKI 

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil pemikiran berupa ide atau 

gagasan yang diwujudkan atau diekspresikan dalam bentuk penemuan, 

karya ilmu pengetahuan sastra dan seni, desain, simbol/tanda tertentu, 

kreasi tata letak komponen semikonduktor mupun varietas hasil 

pemuliaan. Ekspresi tersebut akan menjadi suatu produk hukum dan melekat 

menjadi suatu Hak Kekayaan Intelektual, Intellectual Property Rights (IPR) jika 

diproses melalui prosedur dan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dikatakan 

bahwa HKI adalah produk hukum berupa hak yang timbul atas kekayaan 

intelektual yang dihasilkan. Hasil KI tersebut kemudian digunakan dalam dunia 

perdagangan sehingga menghasilkan nilai ekonomi bagi penemu/pencipta kreasi 

tersebut.  

Dalam perjalanannya KI untuk menjadi produk HKI memerlukan 

tahapan dan prosedur yang berlaku yang mana peraturannya sesuai Undang-

Undang maupun peraturan pemerintah. Prosedur dan tahapan inilah yang 

biasanya dirasa sulit dan kompleks oleh para penghasil KI sehingga masih 

banyak hasil KI yang belum diajukan HKI-nya. Dampak dari kondisi ini adalah 

manfaat ekonomi dari KI yang telah digunakan oleh publik belum dirasakan 

optimal oleh penghasil KI. Oleh karena itu, Buku Panduan HKI ini disusun 

sebagai salah satu upaya membantu produsen KI maupun pembaca secara umum 

memahami teori, landasan hukum serta prosedur proses KI menjadi HKI 

sehingga diharapkan dapat membantu memberikan pengetahuan dan 

pemahaman tentang HKI secara lebih mudah serta mendorong peningkatan 

produktivitas HKI secara keseluruhan di Indonesia. 
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Gambar 1. Kekayaan Intelektual (KI) dan perlindungan hukumnya dalam bentuk  

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

 

Ilustrasi di atas menggambarkan tahapan memindahkan KI menjadi 

suatu produk HKI masih menjadi masalah yang relatif sulit. Peran dan posisi 

Sentra HKI, konsultan, kementerian terkait dalam hal ini Kemenristekdikti dan 

Kemenkumham diharapkan mampu menjadi jembatan yang memberikan solusi 

bagi “problem” yang selama ini menjadi penghambat atau pemutus jalannya KI 

menjadi HKI. Produk layanan KI sudah saatnya berinovasi seperti layanan buku 

panduan HKI yang lebih mudah dipahami, aplikasi belajar dan pengajuan HKI 

secara on line dan lain-lain. 

 

Jenis Produk Hukum untuk melindungi KI 

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) bagian sebagaimana disampaikan 

dalam Gambar 2. Beberapa contoh persyaratan pengajuan perlindungan hukum 

atas kekayaan intelektual disampaikan sebagai berikut. 

1. Persyaratan Permohonan Hak Cipta 

a. Foto copy KTP pencipta yang masih berlaku. 

b. Foto copy KTP calon pemegang hak cipta yang masih berlaku. 

c. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh 

perusahaan). 
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d. Contoh ciptaan. 

e. Memberikan uraian singkat atas ciptaan yang dimaksudkan. 

f. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan). 

g. Memberikan informasi tempat dan tanggal publikasi ciptaan pertama 

kali. 

h. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer). 

 

 

Gambar 2. Jenis-jenis Hak Kekayaan Intelektual 

 

2. Persyaratan Permohonan Paten 

a. Foto copy KTP inventor yang masih berlaku. 

b. Foto copy KTP calon pemegang paten yang masih berlaku (dimiliki 

secara pribadi). 

c. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh 

perusahaan). 

d. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan). 
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e. Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu: judul 

penemuan, latar belakang penemuan, uraian lengkap penemuan, 

gambar penemuan (tampak perspektif, depan, belakang, samping 

kanan dan kiri). 

f. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat melalui transfer). 

3. Persyaratan Permohonan Desain Industri 

a. Foto copy KTP pendesain yang masih berlaku. 

b. Foto copy KTP calon pemegang hak atas desain industri yang masih 

berlaku (dimiliki secara pribadi). 

c. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh 

perusahaan). 

d. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan). 

e. Memberikan uraian invensi yang akan dimohonkan, yaitu: judul 

desain industri, gambar penemuan (tampak perspektif, depan, 

belakang, samping kanan dan kiri). 

f. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer). 

4. Persyaratan Permohonan Merk 

a. Foto copy KTP pembuat merek yang masih berlaku. 

b. Foto copy KTP calon pemegang merek yang masih berlaku (dimiliki 

secara pribadi). 

c. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh 

perusahaan). 

d. Contoh merek ukuran 5 x 5 cm (jika bentuknya segi empat) atau 4 x 

6 cm (jika bentuknya persegi panjang, full color. 

e. Memberikan uraian warna yang ada di dalam contoh merek. 

f. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan). 

g. Memberikan informasi jenis barang yang akan diberikan merek. 
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h. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer). 

5. Persyaratan Permohonan Rahasia Dagang  

a. Foto copy KTP mitra dan pekerja yang masih berlaku. 

b. Foto copy KTP pemegang rahasia dagang yang masih berlaku 

(dimiliki secara pribadi). 

c. Foto copy KTP direktur/pimpinan yang masih berlaku (dimiliki oleh 

perusahaan). 

d. Akta pendirian yang dilegalisasi (dimiliki oleh perusahaan). 

e. Menyertakan dokumen kontrak kerja, peraturan perusahaan, dan atau 

tata tertib perusahaan. 

f. Membayar biaya sesuai ketentuan (dapat dilakukan dengan transfer). 

 

Selanjutnya, kita kupas dan jabarkan satu persatu dari masing masing cabang 

HKI secara lebih rinci serta disertai contoh dan prosedur permohonannya dalam 

pembahasan berikut. 
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HAK CIPTA 

 

A. Pengertian dan Dasar Umum 

Hak Cipta  

Hak Cipta adalah hak yang mengatur karya intelektual di bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan telah 

dituangkan dalam wujud tetap, atau dengan kalimat lain adalah hak cipta adalah 

hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

Pengumuman  

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, 

pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, 

termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu 

ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. 

Perbanyakan  

Perbanyakan adalah penambahan jumlah suatu ciptaan baik secara 

keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan 

bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk pengalihwujudan secara 

permanen atau temporer. 

Pencipta  

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama 

yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan 

1 
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pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan 

dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.  

Pencipta atau pemegang hak cipta atas suatu ciptaan yang terdiri atas 

beberapa bagian, jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian yang diciptakan 

dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang 

memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau dalam hal 

tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta ialah orang yang 

menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian 

ciptaannya. 

Perancangan suatu ciptaan  

Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan 

oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, 

penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu. 

Ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas dan hubungan kerja  

Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam 

lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan 

dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua 

pihak dengan tidak mengurangi hak pembuat sebagai penciptanya apabila 

penggunaan ciptaan itu diperluas keluar hubungan dinas. Ketentuan tersebut 

berlaku pula bagi ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang 

dilakukan dalam hubungan dinas.  Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan 

kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang membuat karya cipta itu 

dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila 

diperjanjikan lain antara kedua pihak. 
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Pemegang Hak Cipta  

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau 

pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima 

lebih lanjut hak dari pihak tersebut di atas. 

Ciptaan  

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan 

keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.  

Perlindungan Hak Cipta  

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan 

itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu 

kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun 

pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat 

pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan 

apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. 

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya 

cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan 

keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau 

keahlian, sehingga ciptaan itu dapatdilihat, dibaca atau didengar. 

Pelaku  

Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari atau mereka yang 

menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, 

menyampaikan, mendeklamasikan atau memainkan suatu karya musik, drama, 

tari, sastra, folklor, atau karya seni lainnya.  

Produser Rekaman  

Produser rekaman suara adalah orang, atau badan hukum yang pertama 

kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman 



SENTRA HKI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

BUKU PRAKTIS MEMAHAMI DAN CARA MEMPEROLEH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
9 

 

 

suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun 

perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya. 

Lembaga Penyiaran  

Lembaga penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran yang 

berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran 

dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem 

elektromagnetik. 

Lisensi  

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau 

pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau 

memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkait dengan persyaratan tertentu.  

Dewan Hak Cipta  

Dewan Hak Cipta adalah dewan yang diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden berdasarkan usulan Menteri Hukum dan HAM yang mempunyai tugas 

membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan dan 

pembinaan hak cipta. Dewan ini anggotanya terdiri atas wakil pemerintah, wakil 

organisasi profesi dan anggota masyarakat yang memiliki kompetensi di bidang 

hak cipta.  

Konsultan HKI  

Konsultan HKI adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang secara 

resmi terdaftar di DirektoratJenderal Hak Kekayaan Intelektual. 

Dasar Perlindungan Hak Cipta 

Undang Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan 

dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan 

UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya 
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khusunya mengenai definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih sama 

namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek aspek 

sebelumnya yang belum tercakup dalam undang undang yang lama. Poin poin 

tersebut adalah: 

a. Perlindungan hak cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang; 

b. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase, 

atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana; 

c. pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan 

dan/atau pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di pusat tempat 

perbelanjaan yang dikelolanya; 

d. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek 

jaminan fidusia; 

e. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah 

dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma 

susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi anggota 

Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau royalti; 

g. Pencipta dan/atau pemilik hak terkait mendapat imbalan royalti untuk 

ciptaan atau produk hak terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan 

digunakan secara komersial; 

h. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan 

mengelola hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait wajib 

mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri; 

i. Penggunaan hak cipta dan hak terkait dalam sarana multimedia untuk 

merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 
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Pengalihan Hak Cipta  

Hak cipta dapat dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: 

pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang 

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. 

 

B. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta 

Karakteristik Hak Cipta 

1. Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi 

dari ide tersebut. 

2. Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan 

3. Tidak memerlukan pendaftaran 

Syarat Hak Cipta 

1. Fiksasi   diwujudkan dalam format yang nyata. 

2. Orisinil  karya asli Pencipta tanpa adopsi karya orang lain. 

3. Kreativitas Minimal  tidak hanya mewujudkan namun kemampuan 

intelektual harus tertuang di dalam Ciptaan itu. 

IDE VS EKSPRESI:  

1. Ide berupa PEMANDANGAN ALAM tentu akan diskpresikan oleh 

setiap orang dengan imajinasi gambar yang berbeda-beda tidak ada yang 

identik hasil gambarnya. 

2. Ide berupa PUISI CINTA tentu akan dituangkan ke dalam ekspresi yang 

berbeda beda oleh setiap penyair tidak mungkin sama persis. 

3. Ide berupa lagu SYAHDU atau GALAU tentu akan diskpresikan ke 

dalam notasi dan lirik yang berbeda beda oleh penciptanya, dan masih 

banyak lagi contoh lain. 
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4. Jadi, Ide mungkin saja dan bisa saja sama tapi yang membedakan dari 

karya ciptaan adalah cara mengekspresikan maupun hasil ekspresikan 

dari ide tersebut. 

 

C. Objek/Lingkup Perlindungan Hak Cipta 

Objek/Lingkup perlindungan Hak Cipta dalam bidang ilmu pengetahuan, 

seni dan sastra ditunjukkan oleh tabel berikut ini. 

Tabel 1. Ciptaan yang dilindungi dan masa perlindungannya 

No. Objek ciptaan Masa perlindungan 

1.  Buku, pamflet dan semua hasil 

karya tulis lain 

 

 

 

 

Perlindungan berlaku selama hidup 

pencipta dan terus berlangsung 

selama 70 tahun setelah pencipta 

meninggal 

2.  Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan 

sejenis lainnya 

3.  Alat peraga yang diperuntukkan 

untuk kepentingan pendidikan dan 

ilmu pengetahuan 

4.  Lagu atau musik dengan atau tanpa 

teks 

5.  Drama, drama musikan, tari, 

koreografi, pantomim dan 

pewayangan 

6.  Karya seni rupa dalam segala 

bentuk: lukisan gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung atau 

kolase 

7.  Karya arsitektur 

8.  Peta  

9.  Karya seni batik atau seni motif lain 

10.  Karya fotografi  

 

 

 

 

Perlindungan berlaku selama 50 

tahun sejak pertama kali 

diumumkan 

11.  Potret 

12.  Karya sinematografi 

13.  Permainan video 

14.  Program komputer 

15.  Perwajahan karya tulis 

16.  Terjemahan, tafsir, bunga rampai, 

basis data, adaptasi, aransemen, 

modifikasi dan karya lain dari hasil 



SENTRA HKI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

BUKU PRAKTIS MEMAHAMI DAN CARA MEMPEROLEH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
13 

 

 

No. Objek ciptaan Masa perlindungan 

transformasi 

17.  Terjemahan, adaptasi, aransemen, 

transformasi atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional 

18.  Kompilasi ciptaan atau data baik 

dalam format yang dapat dibaca 

program komputer atau media 

lainnya 

19.  Kompilasi ekspresi budaya 

tradisional selama kompilasi 

tersebut adalah karya yang asli 

 

Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional atau hasil ciptaan yang tidak 

diketahui penciptanya  

1. Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, sejarah 

dan benda budaya nasional lainnya;  

2. Negara memegang hak cipta atas folklor dan hasil ekspresi budaya 

tradisional yang menjadi milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, 

legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan 

karya seni lainnya. 

Hak Moral dan Hak Ekonomi atas Suatu Ciptaan  

1. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang 

tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun 

hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.  

2. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas 

ciptaan serta produk hak terkait. 

Hak Terkait  

Hak terkait adalah hak eksklusif yang berkaitan dengan hak cipta yaitu 

hak eksklusif bagi Pelaku yang memperbanyak atau menyiarkan pertunjukan; 

bagi Produser Rekaman Suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya 
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rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk 

membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. Masing masing 

pihak terkait sesuai pasal 20 UU Hak Cipta mendapatkan masa perlindungan 

yang berbeda beda yaitu pencipta mendapatkan seumur hidup pencipta dan 

ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal, penyanyi 50 tahun sejak 

diluncurkan, produser rekaman 50 tahun sejak diumumkan dan lembaga 

penyiraran 20 tahun sejak disiarkan. 

C. Prosedur Permohonan Hak Cipta 

 

Gambar 3.  Prosedur Permohonan Hak Cipta
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PATEN 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum  

Paten 

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor 

atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu 

melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk 

melaksanakannya. 

Invention vs Discovery 

Invention 

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan 

pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau 

proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. 

Discovery 

Penemuan suatu sifat baru dari objek yang sudah ada/dikenal sebelumnya secara 

alami. 

Objek Perlindungan Paten 

Cakupan atau batasan perlindungan paten adalah Invensi yang Terkait dengan 

Teknologi atau solusi teknologi. 

Inventor dan Pemegang Paten  

Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang 

secara besama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang 

menghasilkan invensi. Pemegang Paten adalah iventor sebagai pemilik paten 

2 
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atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang 

menerima lebih lanjut hak terse but, yang terdaftar dalam daftar umum paten. 

Hak Prioritas  

Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang 

berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of 

Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization 

untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal 

merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yangjuga anggota salah satu dari 

kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut. 

Hak Ekslusif  

Hak yang hanya diberikan kepada Pemegang Paten untuk jangka waktu 

tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih 

lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan 

Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten. Hak – hak dari pemegang 

paten sebagaimana tercantum dalam UU Paten No 13 Tahun 2016. 

Peraturan Perundang-undangan tentang Paten 

UU No 14 Tahun 2001 yang kemudian diamandemen dan 

disempurnakan dengan kondisi kemajuan teknologi dan diharapkan mampu 

melindungi kepentingan nasional. ada beberapa poin perubahan dalam UU paten 

No 13 Tahun 2016 ini yaitu: 

1. Penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dana tau dikenal. 

2. Bentuk baru dari senyawa yang sudah ada di mana bentuk baru tersebut 

tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermaksa dan terdapat 

perbedaan struktur kimia trekait yang sudah diketahui dari senyawa. 

3. Objek perlindunga paten sederhana diperluas menjadi setiap invensi baru 

atau pengembangan dari produk atau proses dan dapat diterapkan dalam 

industri. 



SENTRA HKI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

BUKU PRAKTIS MEMAHAMI DAN CARA MEMPEROLEH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
17 

 

 

4. PNS/ASN bisa sebagai pemegang paten (co-pemohon). 

5. Dimungkinkan untuk pemeriksa di luar pemeriksa karir (pemeriksa ad 

hoc) dalam membantu pemeriksaan substantif. 

6. Mekanisme pemeriksaan post grant. 

7. Percepatan pemeriksaan substantif. 

Aspek Terkait Paten (lisensi, pelaksanaan paten oleh pemerintah) 

Lisensi 

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak 

lain berdasar perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari 

suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.  

Lisensi wajib  

Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan, 

berdasarkan keputusan DJHKI, atas dasar permohonan.  

1. Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI 

setelah lewatjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak 

tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alasan 

bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak 

dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten;  

2. Permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten 

diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh 

pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan 

cara yang merugikan kepentingan masyarakat;  

3. Selain kebenaran alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan 

apabila:  

Pemohon dapat menunjukan bukti yang meyakinkan bahwa ia:  

1. Mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang 

bersangkutan secara penuh;  
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2. Mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang 

bersangkutan dengan secepatnya;  

3. Telah berusaha mengambil langkah-Iangkah dalam jangka waktu yang 

cukup untuk mendapatkan l.isensi dari pemegang paten atas dasar 

persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapat hasil; dan  

4. DJHKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di 

Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan 

manfaat kepada sebagian besar masyarakat.  

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah 

Dalam kondisi darurat misalnya perang, bencana alam, wabah penyakit 

yang luar tergolong kejadian luar biasa pemerintah dapat menggunakan paten 

tertentu yang mampu mengatasi kondisi darurat tersebut tanpa harus 

bernegosiasi untuk menentukan besaran royalti terlebih dahulu. Negosiasi antara 

pemerintah dan pemilik paten dapat dilakukan setelah kondisi darurat teratasi. 

Pelaksanaan paten oleh pemerintah dengan menunjuk perusahaan milik 

pemerintah atau perusahaan yang dianggap mampu melaksanakan paten 

tersebut.  

 

B. Cakupan Paten 

Syarat Paten atau Unsur Patentabilitas 

1. Baru (Novelty)------syarat mutlak 

Pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi 

yang diungkapkan sebelumnya (prior art atau the state of art).  

2. Langkah Inventif (Inventive Step) 

Invensi yang bagi seseorang yang ahli di bidangnya merupakan hal yang 

tidak dapat diduga sebelumnya (dengan memperhatikan keahlian yang 

ada pada saat permohonan diajukan). 
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3. Dapat diterapkan dalam Industri (Industrial Applicable) 

Invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam 

permohonan. 

Jenis Paten 

Paten Sederhana 

1. Produk atau proses atau penggunaan yang memenuhi syarat BARU dan 

INDUSTRIAL APPLICABLE 

2.  Satu klaim mandiri untuk satu Invensi 

3. 10 tahun 

Paten (Biasa) 

1. Paten dari satu atau beberapa invensi namun masih menjadi satu 

kesatuan invensi (Produk, Proses/metode, penggunaan)---serta harus 

memenuhi ketiga syarat paten. 

2. 20 Tahun 

Invensi yang Tidak Dapat Dipatenkan 

Invensi yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang:  

1. Proses atau produk yang pengumuman dan pelaksanaannya bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, 

ketertiban umum atau kesusilaan;  

2. Metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang  

diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;  

3. Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau  

4. Semua makhluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang 

esensial untukmemproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non 

biologis atau proses mikrobiologis. 
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Prinsip dalam UU Paten 

1. Perlindungan harus dimohonkan 

Perlindungan paten tidak otomatis timbul namun harus dimohonkan ke 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual-Kementerian Hukum dan 

HAM RI. 

2. First to file 

Paten melindungi pihak yang pertama kali mendaftar bukan pihak yang 

pertama kali menemukan. 

3. Teritorial 

Perlindungan paten hanya menjangkau di negara tempat paten tersebut 

didaftar. 

4. Kebaruan bersifat Universal 

Kebaruan terkait invensi yang dimohonkan paten dibandingkan dengan 

dokumen dokumen pembanding seluruh dunia. 

 

C. Jangka Waktu Perlindungan Paten 

Perlindungan paten berlangsung selama 20 tahun sejak didaftarkan untuk 

paten biasa dan 10 tahun sejak didaftarkan untuk paten sederhana. Perlindungan 

paten tidak dapat diperpanjang dengan asumsi masa perlindungan paten tersebut 

diharapkan sudah cukup dan dapat dimanfaatkan oleh inventor atau pihak lebih 

lanjut dalam memperoleh manfaat ekonomi dari paten tersebut. 

 

D. Prosedur Permohonan Paten  

Paten merupakan bentuk perlindungan atas invensi teknologi yang harus 

dimohonkan. Untuk itu ada beberapa persyaratan yang perlu disiapkan yaitu 

1. Surat kuasa khusus pemohon yang mendaftarkan invensinya melalui 

konsultan, wajib untuk pemohon dari luar negeri. 

2. Surat Pengalihan Hak dari inventor kepada pengelola HKI di instansinya 

jika inventor dalam hal ini bukan sebagai pemohon. 
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3. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi dari Inventor. 

4. Surat Pernyataan Invensi dari Kepala Pengelola HKI terkait di suatu 

instansi yang bertindak menerima pengalihan hak dari inventor dan 

sebagai pemohon atas invensinya. 

5. Formulir permohonan paten dalam 4 rangkap (Lampiran 2). 

6. Deskripsi, klaim, abstrak dan lampiran gambar jika ada masing-masing 4 

rangkap. 

Tata Cara Penulisan Dokumen Paten 

Format Dokumen Paten 

Dokumen draft paten dibagi ke dalam 4 bagian pokok yaitu 

1. Deskripsi yang terdiri dari Judul Invensi, Bidang Teknik Invensi, Latar 

Belakang Invensi, Uraian Singkat Invensi, Uraian Singkat Gambar (jika 

ada gambar) dan Uraian Lengkap Invensi. 

2. Klaim 

3. Abstrak 

4. Lampiran Gambar (jika ada gambar) 

Untuk deskripsi ditulis sesuai format dari judul sampai uraian lengkap 

invensi kemudian dilanjutkan pada halaman baru untuk penulisan klaim begitu 

juga untuk abstrak. Untuk lampiran gambar (jika ada gambar) dibuat pada 

lembar terpisah tanpa ada halaman. Berikut akan dijelaskan masing masing 

bagian dari dokumen paten yang penulisannya sesuai kaidah penulisan yang 

baku dari Ditjen KI. 
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Penomoran Halaman 

Diberi keterangan  

khusus untuk: 

• Deskripsi 

• Abstrak 

Judul Paten:  

Huruf Kapital Tebal 

Sistematika dokumen 

paten/ bagian-bagian 

dokumen paten diberi 

sub judul 

Hanya satu halaman 

permukaan yang 

digunakan, tidak boleh 

bolak balik 

Tanda-tanda dengan garis, 
rumus-rumus kimia atau 
matematika dan tanda-
tanda tertentu dapat ditulis 
dengan tangan atau dilukis.  

Penomoran baris, 
halaman baru mulai lagi 

dari awal 

LAYOUT 

Margin 

Atas : 2-4 cm 

Bawah : 2-3 cm 

Kiri : 2.5-4 cm 

Kanan : 2-3 cm 

 

Huruf : tinta hitam, 12 pt, 

tinggi min. 0.21 cm---

courier new 

Spasi : 1.5 spasi 

Ukuran kertas : HVS A4, 

80 grm untuk deskripsi, 

klaim dan abstrak 

HVS A4 100 gsm untuk 

lampiran gambar 
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Judul Invensi 

Judul dibuat dengan kalimat singkat, lugas dan jelas, tidak boleh memuat 

iklan dan pujian, tidak boleh memuat merek dagang dan tidak meimbulkan 

multitafsir. 

Contoh judul yang tidak tepat: 

Alat Pembasmi Nyamuk Elektronik, Teropong Bidik Malam Fujitek, Pompa Air 

Raja Sedot dan lain sebagainya. 

Contoh judul yang disarankan: 

Alat Elektronik Pembasmi Nyamuk, Teropong Bidik Malam, Pompa Air, dan 

lain sebagainya 

 

 

Bidang Teknik Invensi 

Menjelaskan cakupan invensi secara lugas dan singkat, mencakup 

pengertian judul. Pengungkapan yang jelas dan lugas akan membantu dalam 

menangkap inti invensi dan kata kunci yang dapat digunakan dalam kegiatan 

penelusuran dokumen pembanding. Bidang teknik invensi biasanya diawali 

dengan kalimat: Invensi ini berhubungan dengan.......atau Invensi ini berkaitan 

dengan............. 

 

1 

Deskripsi 

(JUDUL INVENSI) 

(huruf kapital semua) 

 

 

Bidang Teknik Invensi 

Invensi ini berhubungan dengan………………………(Judul 

Invensi)…………………………………………………………………………………………………………………

…………, lebih khusus lagi, invensi ini berhubungan 

dengan ………………………………………… Penjelasan Judul Invensi). 
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Latar Belakang Invensi 

Dalam latar belakang invensi yang wajib ditulis adalah mengungkapkan 

invensi terkait yang sudah dilakukan, menyebutkan fitur -fitur kuncinya serta 

mengungkapkan kelemahan- kelemahan dari invensi- invensi tersebut. 

Selanjutnya, diungkapkan fitur fitur dari invensi yang diajukan seperti apa serta 

kelebihannya yang dianggap mampu memberikan solusi teknis dari invensi 

sebelumnya. Penjelasan latar belakang invensi pada prinsipnya jelas, lugas serta 

membahas poin yang menjadi inti invensi saja. Misalnya invensi yang berjudul 

Pupuk Organik Hayati tidak perlu dalam latar belakang invensi dijelaskan 

Indonesia kaya akan bahan baku, biomassa yang melimpang, pentingnya pupuk 

secara detail. Cukup dijelaskan invensi yang terkait dengan pupuk organik 

hayati yang telah dilakukan adalah a, b, c, dan lain sebagainya. Kemudian 

dijelaskan mengenai invensi pupuk organik hayati yang akan diajukan fitur-

fiturnya yang menjadi pembeda seperti apa dan apa kelebihannya. 

 

Latar Belakang Invensi 

Invensi teknologi yang berkaitan dengan ………… 

juga telah diungkapkan sebagaimana terdapat pada 

paten ……… Nomor ……… Tanggal …… dengan judul …… 

dimana diungkapkan ………, namun invensi tersebut 

masih terdapat kekurangan ……….. 

Invensi lainnya sebagaimana diungkapkan pada paten 

…… Nomor …… tanggal …… dengan judul …… dimana 

diungkapkan ……………………………………………………………………. 

Namun demikian invensi yang tersebut diatas 

masih mempunyai kelemehan-kelemahan dan 

keterbatasan yang antara lain adalah 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Selanjutnya Invensi yang diajukan ini dimaksudkan 

untuk mengatasi permasalahan yang dikemukakan 

diatas dengan cara ……………………………………………(ungkapkan 

solusi teknis yang ingin dipecahkan beserta 

kelebihan2nya) 
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Uraian Singkat Invensi 

Uraian singkat invensi mengungkapkan tujuan invensi yang diajukan kemudian 

menjelaskan secara umum fitur fitur esensial dari inti invensi (bisa copy paste 

dari klaim yang digabungkan menjadi satu kesatuan tanpa poin poin 

penomoran). Pragraf ditutup dengan kalimat yang mengungkapkan kelebihan 

dari invensi yang diajukan. 

 

 

 

Uraian Singkat Gambar 

Mengungkapkan secara singkat keterangan dari gambar-gambar (gambar 1 

sampai dengan n), baik tampak atas, tampak depan, tampak samping, atau 

berupa potongan yang mampu memperjelas inti invensi. Uraian singkat gambar 

dapat juga memasukkan gambar dari prior art. 

Uraian Singkat Invensi 

Tujuan utama dari invensi ini adalah untuk 

mengatasi permasalahan yang telah ada sebelumnya 

khususnya …………………..(Judul Invensi), dimana suatu 

(Judul Invensi)……………………………sesuai dengan invensi ini 

terdiri dari ………………………….a,……………….b,……..c, yang 

dicirikan dengan 

………………………………………………………………………………………(Dapat dipakai 

sebagai klaim). 

Tujuan lain dari invensi ini (jika ada) 

adalah……………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Invensi ini memiliki kelebihan 

yaitu.............................................. 
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Uraian Lengkap Invensi 

Uraian lengkap invensi menuliskan secara rinci dan lengkap mengenai 

penjelasan atas fitur-fitur yang diklaim atau yang menjadi inti invensi. 

Dijelaskan juga contoh-contoh perwujudan dari invensi tersebut. Penulisan atau 

penggunaan istilah kata, simbol, ukuran harus konsisten, tanda baca dan huruf 

kapital juga menyesuaikan dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.  

 

Penggunaan ukuran dan satuan mengacu pada Sistem Internasional. Istilah asing 

dalam setiap bagian dokumen paten juga sebisa mungkin dicari padanannya 

dalam bahasa Indonesia kecuali memang tidak ada padanannya atau istilah asing 

sudah familiar dan diserap menjadi bahasa Indonesia. Fitur fitur yang menjadi 

klaim harus dijelaskan dan diuraikan dalam uraian lengkap invensi dan juga jika 

ada lampira gambar juga harus diacu dan dijelaskan dalam uraian lengkap 

invensi. Penejasan di uraian lengkap invensi atau di bagian lain dari deskripsi 

boleh lebih luas dari klaim inti invensi). 

 

Uraian Singkat Gambar 

Gambar 1 menunjukkan pandangan perspektif 

dari..........sesuai dengan invensi ini. 

Gambar 2 menunjukkan tampak samping dari 

………………………………menurut invensi ini. 

Gambar 3 adalah . ....................dst. 
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Uraian Lengkap Invensi 

Invensi ini bertujuan untuk..........dengan fitur 

fitur.............(copy paste dari klaim). 

Selanjutnya invensi ini akan dijelaskan secara 

rinci sebagai berikut....... Mengacu pada Gambar 1, 

yang memperlihatkan gambar detail secara 

lengkap…………(Judul Invensi), 

yang terdiri dari…………………(diuraikan secara lengkap 

mengacu pada gambar 1). 

Mengacu pada Gambar 2, …………………(diuraikan secara 

lengkap mengacu pada gambar 2)……………… dst,……sesuai 

dengan jumlah gambar. 

Mengacu pada gambar 1 hingga gambar ………(sesuai 

dengan jumlah gambar)……………jelaskan cara untuk 

melaksanakan invensi ini. 

Dari uraian diatas jelas bahwa hasil dari invensi 

ini dapat memberi manfaat bagi ……………………… karena 

secara praktis dan efisien ……………………… (sebagai 

penutup, atau ungkapkan keistimewaan invensi 

tersebut) ……………………. Untuk lebih memperjelas invensi 

ini berikut disajikan contoh – contoh perwujudan 

invensi namun contoh ini tidak membatasi invensi 

itu sendiri. 

<Contoh Perwujudan 1> 

...................................................

................................................... 
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Klaim 

Kaidah Penulisan Klaim 

Klaim adalah unsur perlindungan hukum atas invensi yang diajukan sehingga 

dalam penulisan klaim harus absolut, tegas, tidak multi tafsir, lugas serta 

menggunakan bahasa yang lazim dalam bidang teknik atau bahasa ilmiah. Klaim 

merupakan nyawa dari suatu invensi yang dimohonkan paten yang dalam 

penulisannya memuat batasan atau cakupan dari suatu inti invensi. Fitur yang 

menjadi klaim harus didukung dan dijelaskan di dalam deskripsi sehingga klaim 

tidak boleh lebih luas dari deskripsi. Klaim tidak boleh memuat gambar atau 

grafik namun boleh memasukkan rumus kimia atau matematika. 

Jika permohonan paten disertakan dengan gambar, maka dalam klaim dapat 

ditambahkan tanda-tanda, baik berupa huruf atau angka yang mengacu pada 

gambar yang ditulis secara seragam diantara tanda kurung. Klaim boleh lebih 

dari satu klaim dan dapat berupa klaim mandiri dan klaim turunan. Klaim 

mandiri: TIDAK tergantung dengan klaim lainnya. Klaim turunan: tergantung 

klaim yang diacunya. Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing 

klaim diberi nomor secara berurutan. Jika klaim mandiri lebih dari satu, maka 

klaim-klaim mandiri tersebut harus merupakan satu kesatuan invensi.  

 

Cara Menulis Klaim 

1. Klaim ditulis dalam satu bagian: digunakan jika belum ada invensi 

sebelumnya yang terkait atau dokumen pembanding terkait (prior art) 

tidak diketahui. Klaim ini memuat pernyataan tunggal dalam satu 

kesatuan invensi atau satu klaim mandiri saja. 

2. Klaim yang ditulis dalam dua bagian: digunakan jika invensi sebelumnya 

sudah ada dan diketahui sehingga fitur fitur pokok dari invensi prior art 

dipakai sebagai preamble (pengantar) yang kemudian dilanjutkan dengan 

penulisan dari klaim yang diajukan. Kata penghubung yang menjadi 

penyambung antara preambul dan invensi yang diajukan adalah (judul 
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invensi dan fitur preamble) dicirikan dengan (invensi yang diajukan); 

(judul dan fitur premble) dimana (invensi yang diajukan). 

 

Contoh – Contoh: 

 

 

Klaim dalam 2 bagian 

 

 

Klaim (dibuat dalam halaman baru dari kelanjutan 

deskripsi) 

1. Suatu (Judul invensi)……………………….yang terdiri 

(1)…………,(2)…………………, dst, yang dicirikan  dengan 

…………………………………………………………………………… 

2.  Suatu (Judul invensi) sesuai dengan klaim 1, 

dimana …………………………(merupakan klaim turunan dan 

penjelasan dari yang tercakup pada klaim 1)………. 

3.  Suatu (Judul invensi), dst,,,,sesuai dengan 

jumlah klaim yang dinginkan. 

 

 

 

 Klaim 
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Klaim 1 Bagian 

 

 

Dilema Menulis Klaim 

1. Menulis klaim terlalu luas: memudahkan terantisipasi oleh fitur yang 

lebih spesifik (ingat dalam klaim fitur spesifik akan mengalahkan fitur 

yang generik) atau malah tidak ada perlindungan sama sekali 

2. Menulis klaim terlalu sempit: memudahkan kompetitor untuk masuk. 

3. Menulis klaim namun tidak didukung secara kuat dan lengkap dalam 

deskripsi 

4. Menulis klaim namun tidak diingkinkan klaim: biasanya karena 

kegagalan dalam mengidentifikasi invensi. 

5. Menulis klaim adalah satu seni yang membutuhkan keakuratan 

mengidentifikasi invensi, imajinasi yang kuat serta sebuah ketrampilan 

yang membutuhkan jam terbang. 

 

Klaim 

1. Suatu kombinasi botol dan sedotan yang terdiri 

dari:  

▪ suatu badan botol (1) yang memiliki alas 

dan outlet pada bagian atasnya untuk 

memasukkan minuman ke dalam botol; 

▪ sebuah sedotan (11) yang bagian ujung 

bawahnya terhubung dengan bagian bawah badan 

botol sebagai saluran air dari dalam botol; 

dan  

▪ lubang outlet (12) pada ujung atas dari 

sedotan tersebut sebagai saluran keluar air 

minum. 
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Abstrak 

Abstrak mengungkapkan Uraian singkat mengenai suatu invensi 

yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim atau 

gambar; ditulis secara singkat (tidak lebih 200 kata). Abstrak boleh memuat 

rumus kimia atau matematika, formula, tabel, dan gambar jika ada. Muatan 

asbtrak tidak boleh mengandung pernyataan spekulatif dan tidak mengandung 

pernyataan melebihkan serta harus mengandung pernyataan yang menunjukkan 

bidang teknik invensi. 

 

 

 

Lampiran Gambar 

1. Sangat efisien dan efektif dalam memberikan informasi  

Satu gambar = ribuan kata/pengertian, gambar dapat dianalogikan = peta 

  

2. Gambarlah bagian pokok invensi yang diklaim, yang tidak diklaim tidak 

perlu digambar 

Contoh: Suatu invensi mengenai “Sistem Penggerak Mobil Listrik” 

Roda, rem, rangka bodi, rangka mesin, dan lampu tidak perlu digambar 

3. Penjelasan informasi lebih terfokus/terarah  

4. Gambar berupa gambar teknik tanpa skala 

Hanya tanda yang berupa huruf atau angka yang dicantumkan 

 

 

Abstrak (dibuat dihalaman terpisah) 

(JUDUL INVENSI) 

(Bidang Teknik Invensi dan Uraian Singkat Invensi 

copy paste Max 200 kata) 
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Ringkasan dan Prosedur Permohonan Paten 

 

 

 

Gambar 4. Ringkasan dan prosedur permohonan paten 
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DESAIN INDUSTRI 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum 

Desain Industri 

Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau 

komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya 

yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis 

dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat 

dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau 

kerajinan tangan. Jadi kata kunci yang membatasi suatu karya masuk ke dalam 

ranah desain industri adalah kreasi dalam bentuk unsur yang disebutkan dalam 

definisi di atas ditujukan semata mata dalam penampilan fisik suatu produk dan 

memberikan kesan estetik. 

 

Syarat Desain Industri 

1. Memiliki unsur kebaruan. 

2. Memiliki nilai estetika 

3. Kreasi suatu desain dapat dilihat baik dengan kasat mata maupun 

menggunakan alat bantu. 

4. Dapat diproduksi secara masal baik dengan mesin maupun tangan 

sepanjang jika diproduksi akan memberikan hasil yang konsisten. 

 

Karakteristik Desain Industri: 

1. Perlindungan selama 10 tahun, tidak dapat diperpanjang. 

2. Dapat mempengaruhi psikologis pembeli 

3 
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3. Meningkatkan nilai jual 

4. Sarana kompetisi 

 

 

 

Gambar 5. Bentuk, Konfigurasi, atau Komposisi Garis atau Warna, atau 

Garis dan Warna dalam Desain Industri (Sumber: diolah dari 

berbagai sumber bahan ajar pelatihan HKI) 
 

 

Hak Ekslusif  

Hak Ekslusif ialah hak untuk melaksanakan hak desain industri yang 

dimilikinya dan untuk melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, 

memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan/atau mengedarkan barang 

yang diberikan desain industri. 

Hak Desain Industri  

Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara 

Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu 
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tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak 

lain untuk melaksanakan hal tersebut. 

Subjek dari hak desain industri  

1. Yang berhak memperoleh Hak Desain Industri adalah Pendesain atau 

yang menerima hak tersebut dari Pendesain.  

2. Dalam hal Pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, Hak 

Desain Industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika 

diperjanjikan lain.  

3. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak 

lain dalam lingkungan pekerjaannya atau yang dibuat orang lain 

berdasarkan pemegang Hak Desain Industri adalah pihak yang untuk 

dan/atau dalam dinasnya Desain Industri itu dikerjakan, kecuali ada 

perjanjian lain antara dengan tidak mengurangi hak Pendesain apabila 

penggunaan Desain Industri itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.  

4. Jika suatu Desain Industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan 

pesanan, orang yang membuat Desain Industri itu dianggap sebagai 

Pendesain dan Pemegang Hak Desain Industri, kecuali jika diperjanjikan 

lain antara kedua pihak.  

Dasar Perlindungan Desain Industri  

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang 

Desain Industri yang mulai berlaku sejak 20 Desember 2000  

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2005 tentang 

Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri.  
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Pengalihan Hak  

Hak Desain Industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, 

hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh 

peraturan perundangundangan. Pengalihan Hak Desain Industri harus disertai 

dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat dalam Daftar Umum 

Desain Industri pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana 

diaturdalam Undang-undang ini. Pengalihan Hak Desain Industri yang tidak 

dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Industri tidak berakibat hukum pada 

pihak ketiga. Pengalihan Hak Desain Industri tersebut akan diumumkan dalam 

Berita Resmi Desain Industri. Pengalihan Hak Desain Industri tidak 

menghilangkan hak Pendesain untuk tetap dicantumkan nama dan identitasnya, 

baik dalam Sertifikat Desain Industri, Berita Resmi Desain Industri, maupun 

dalam Daftar Umum Desain Industri. 

 

B. Lingkup Desain Industri 

Desain industri yang mendapat perlindungan  

Desain industri yang mendapat perlindungan adalah:  

1. Desain industri Desain Industri dianggap baru apabila pada Tanggal 

Penerimaan, Desain Industri tersebut tidak sama atau berbeda dengan 

pengungkapan yang telah ada sebelumnya, meskipun terdapat kemiripan. 

Pengungkapan sebelumnya, sebagaimana dimaksud adalah pengungkapan 

Desain Industri yang sebelum:  

a. tanggal penerimaan; atau  

b. tanggal prioritas apabila Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas;  

c. telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia.  

2. Suatu Desain Industri tidak dianggap telah diumumkan apabila dalam jangka 

waktu paling lama 6 (enam) bulan sebelum Tanggal Penerimaannya, Desain 

Industri tersebut:  
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a. Telah dipertunjukkan dalam suatu pameran nasional ataupun 

internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi atau diakui 

sebagai resmi; atau telah digunakan di Indonesia oleh Pendesain dalam 

rangka percobaan dengan tujuan pendidikan, penelitian, atau 

pengembangan.  

b. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 

ketertiban umum, agama, atau kesusilaan.  

 

C. Prosedur Permohonan Desain Industri 

 

 

 

Gambar 6. Prosedur Permohonan Desain Industri 
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MEREK 

 

A. Pengertian dan Dasar Hukum 

Definisi Merek 

Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, Merek adalah suatu tanda yang 

berupa: gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau 

kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan 

digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. 

 

Merek Dagang  

Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 

badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. 

 

Merek Jasa  

Merek jasa adalah merek yang digunakan pad a jasa yang 

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau 

badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. 

 

Merek Kolektif  

Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa 

dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau 

badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau 

jasa sejenis lainnya. 

 

4 
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B. Karakteristik Merek 

1. Perlindungan diberikan berdasarkan kelas barang. 

2. Tidak menggunakan nama barang yang akan dimintakan perlindungan 

3. Tidak melanggar kesusilaan  

4. Tidak menggunakan kata yang generik 

5. Perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang 

 

C. Fungsi Merek 

1. Sebagai daya pembeda dengan produk lain. 

2. Sebagai jaminan mutu produk 

3. Sarana promosi untuk dikenal masyarakat 

4. Menunjukkan asal-usul barang 

 

Fungsi Pendaftaran Merek  

1. Sebagai alat bukti kepemilikan hak atas merek yang didaftarkan;  

2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada 

keseluruhannya atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran 

oleh orang lain untuk ba ra ng/jasa sejenisnya;  

3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama 

pada keseluruhannya atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk 

barang/jasa sejenisnya.  

 

Pemohon 

Pemohon adalah pihak ya ng mengajukan permohonan yaitu: 1). 

Orang/Perorangan 2). Perkumpulan 3). Badan Hukum (CV, Firma, Perseroan). 

 

Lisensi 

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik merek terdaftar kepada 

pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan 
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pengalihan hak) untuk menggunakan Merek tersebut, baik untuk seluruh atau 

sebagian jenis barang dan/atau jasa ya ng didaftarkan da lam ja ngka waktu dan 

syarattertentu. Perjanjian lisensi wajib dimohonkan pencatatannya kepada 

DJHKI dengan dikenai biaya. Akibat hukum dari adanya pencatatan perjanjian 

lisensi tersebut adalah bahwa perjanjian lisensi tersebut sela in berlaku bagi para 

pihak, juga mengikat pihak ketiga.  

 

Pengalihan Merek 

Merek terdaftar dapat dialihkan dengan cara: 1). Pewarisan; 2). Wasiat; 

3). Hibah; 4). Perjanjian; 5). Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan.  

 

D. Cakupan Penolakan Permohonan Merek 

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang 

dan/atau jasa yang sejenis;  

2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

merek yang suda h terkena I milik pihak la in u ntu k barang dan/ata u 

jasa sejenis;  

3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa 

yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang 

diterapkan dengan peraturan Pemerintah;  

4. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan 

indikasi geografis yang sudah dikenal;  

5. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan 

hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari 

yang berhak;  
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6. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, 

lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun 

internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang 

berwewena ng;  

7. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi 

yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas 

persetujuan tertulis pihak yang berwewenang.  

 

E. Prosedur Permohonan Merek 

 

 

 

 

Gambar 7. Prosedur Permohonan Merek
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INDIKASI GEOGRAFIS 

 

Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukan daerah asal suatu 

barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor 

manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan 

kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan. 

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran indikasi geografis 

adalah:  

1. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi barang 

yang bersangkutan, terdiri atas:  

a. Pihak yang mengusahakan barang yang merupakan hasil alam atau 

kekayaan alam;  

b. Produsen barang hasil pertanian;  

c. Pembuatan barang-barang kerajinan tangan atau hasil industri; atau  

d. Perdagangan yang menjual barang tersebut.  

2. Lembaga yang diberi wewenang untuk itu; atau  

3. Kelompok konsumen barang tersebut.  

 

     

 

Gambar 8. Beberapa Contoh Produk Indikasi Geografis yang Telah Terdaftar di 

Ditjen KI  

5 
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Gambar 9. Sebaran Wilayah Indikasi Geografis Terdaftar 

 

Indikasi-Asal  

Indikasi-asal merupakan indikasi-geografis yang tidak didaftarkan atau 

semata-mata menunjukkan asal suatu barang atau jasa.  

Buku Persyaratan  

Buku Persyaratan adalah suatu dokumen yang memuat informasi tentang 

kualitas dan karakteristik yang khas dari barang yang dapat digunakan untuk 

membedakan barang yang satu dengan barang lainnya yang memiliki kategori 

sama.  

Pemakai Indikasi Geografis  

Pemakai Indikasi-geografis adalah Produsen yang menghasilkan barang 

sesuai dengan Buku Persya ratan terka it dan didaftar di Direktorat Jenderal. 
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Urgensi Indikasi Geografis 

Permohonan indikasi geografis merupakan langkah strategis dalam 

upaya memanfaatkan Sumber daya plasma nutfah yang melimpah; mengangkat 

potensi wilayah dalam mengkapitalisasi sumber daya alam untuk kepentingan 

masyarakat serta sebagai upaya bahwa penciri suatu daerah tidak akan 

berpindah atau bahkan diklaim oleh pihak lain atau negara lain. 
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DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU 

 

Definisi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST) 

Menurut UU No 32 Tahun 2000, Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada 

Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan 

sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan 

hak tersebut. 

 

Gambar 10. Definsi Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

 

Perlindungan DTLST diberikan kepada pemegang hak terhitung sejak 

pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial dimanapun, atau 

sejak tanggal penerimaan selama 10 tahun. Perlindungan tidak dapat 

diperpanjang. 

6 
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RAHASIA DAGANG 

 

Definisi Rahasia Dagang  

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di 

bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna 

dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.  

Dasar Perlindungan Rahasia Dagang  

Perlindungan atas rahasia dagang diatur dalam Undang-undang Nomor 

30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (UURD) dan mulai berlaku sejak 

tanggal 20 Desember 2000.  

LlSENSI  

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada 

pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak (bukan 

pengalihan hak) untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang 

yang diberi perlindungan dalamjangka waktu tertentu dan syarattertentu. 

Perjanjian lisensi wajib dicatatkan pada DJHKI dengan dikenai biaya 

sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang "wajib dicatatkan" pada 

DJHKI hanyalah mengenai data yang bersifat administratif dari perjanjian 

lisensi dan tidak mencakup substansi rahasia dagang yang diperjanjikan.  

Pengalihan  

1. Hak Rahasia Dagang dapat beralih atau dialihkan dengan:  

a. pewarisan;  

b. hibah;  

c. wasiat;  

7 



SENTRA HKI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

BUKU PRAKTIS MEMAHAMI DAN CARA MEMPEROLEH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
47 

 

 

d. perjanjian tertulis; atau  

e. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.  

2. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.  

3. Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar 

biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.  

a. Pengalihan Hak Rahasia Dagang yang tidak dicatatkan pada Direktorat 

Jenderal tidak berakibat hukum pada pihak ketiga.  

b. Pengalihan Hak Rahasia Dagang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 

diumumkan dalam Berita Resmi Rahasia Dagang.  

 

Lingkup Rahasia Dagang 

Lingkup perlindungan Rahasia Dagang meliputi metode produksi, 

metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi 

dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh 

masyarakat umum.  

 
Subjek (pemegang) hak atas rahasia dagang  

Dalam UU Rahasia Dagang tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara 

rinci tentang istilah pemegang hak. Namun, jika dianalogikan dengan hak-hak 

kekayaan intelektual lainnya, pemegang hak atas rahasia dagang diartikan 

sebagai pemilik rahasia dagang atau pihak lain yang menerima hak dari pemilik.  

 
Perlindungan Rahasia Dagang 

Perlindungan rahasia dagang adalah selama rahasia terjaga. Jadi, jangka 

waktunya tidak bisa dipastikan lama atau cepat. Rahasia Dagang mendapat 

perlindungan apabila informasi tersebut bersifat rahasia, mempunyai nilai 

ekonomi, dan dijaga kerahasiaannya melalui upaya sebagaimana mestinya 
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infomasi dianggap bersifat rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui 

oleh phak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.  

 
Hak Pemilik (pemegang) Rahasia Dagang  

Pemilik Rahasia Dagang memiliki hak untuk:  

1. menggunakan sendiri Rahasia Dagang yang dimilikinya;  

2. memberikan Lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk menggunakan 

Rahasia Dagang atau mengungkapkan Rahasia Dagang itu kepada pihak 

ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial.  
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PERLINDUNGAN VARIETAS TANAMAN (PVT) 

 

A. Dasar Hukum 

 Dasar hukum yang melandasi dan mengayomi tentang Perlindungan dan 

Pendaftaran Varietas Tanaman adalah: 

1. UU No. 29 Tahun 2000 tentang PVT 

2. UU No. 12 Tahun 1992 tentang Pelepasan Varietas 

3. PP No. 13/2004 tentang Penamaan Pendaftaran dan Penggunaan Varietas 

Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial 

4. PP No. 14/2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan PVT dan 

Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah 

5. PP No. 48/2012 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara 

Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Pertanian 

6. Permentan No. 1 Tahun 2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara 

Pendaftaran Varietas Tanaman 

7. Permentan No. 34 Tahun 2008 tentang Metode Seleksi dalam Pembuatan 

Varietas Turunan Esensial 

8. Permentan No. 121 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Permohonan dan Pemberian Hak PVT 

9. Permentan No. 119 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara 

Pendaftaran Konsultan PVT 

10. Permentan No. 6504 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Komisi PVT 

11. Permentan No. 6505 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Komisi Banding PVT 

8 
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B. Pengertian dan Istilah dalam Perlindungan dan Pendaftaran Varietas 

Tanaman 

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) adalah perlindungan khusus yang 

diberikan negara yang diwakili oleh pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan 

oleh kantor PVT (Pusat PVTPP), terhadap varietas tanaman yang dihasilkan 

oleh pemulia tanaman melalui kegiatan pemuliaan. Hak PVT merupakan hak 

khusus yang diberikan negara kepada pemulia/pemegang hak PVT untuk 

menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang/badan hukum 

lain untuk menggunakannya selama jangka waktu tertentu. Pendaftaran varietas 

tanaman merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan 

pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas dan varietas 

hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara 

Varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan/atau penggunanya.  

Varietas Asal adalah varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk 

pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi varietas yang mendapat 

PVT dan Varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi nama dan 

didaftar oleh Pemerintah. Varietas Turunan Esensial adalah varietas hasil 

perakitan dari Varietas Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian 

rupa sehingga Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat Esensial 

dari Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas 

Asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri. 

Varietas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara Turun 

temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai oleh negara. 

Varietas Hasil Pemuliaan adalah varietas yang dihasilkan dari kegiatan 

Pemuliaan tanaman. Penamaan Varietas yang diberi PVT adalah kegiatan 

memberi nama kepada varietas yang akan dimintakan PVT kepada Pusat PVT 

sebagai identitas Varietas yang bersangkutan. 

Penamaan Varietas yang tidak diberi PVT adalah kegiatan memberi 

nama kepada Varietas Lokal dan Varietas Hasil Pemuliaan yang tidak diberi 
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PVT, sebagai identitas varietas yang bersangkutan dan pemenuhan persyaratan 

peraturan perundang-undangan untuk keperluan perolehan manfaat ekonomi 

bagi pemiliknya. Pendaftaran Varietas adalah kegiatan mendaftarkan suatu 

varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas 

yang dilepas dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data 

mengenai hubungan hukum antara Varietas yang bersangkutan dengan 

pemiliknya dan/atau penggunanya. Pelepasan Varietas Tanman adalah 

pengakuan terhadap pemerintah terhadap suatu varietas baru hasil pemuliaan 

dan atau introduksi yang dinyatakan dalam keputusan Menteri Pertanian bahwa 

varietas tersebut merupakan varietas unggul yang dapat disebarluaskan. 

Deskripsi varietas adalah penjelasan tertulis mengenai proses 

pemuliaan tanaman sehingga dihasilkan suatu varietas tanaman baru yang 

mencakup asal usul atau silsilah, ciri-ciri morfologi, dan sifat-sifat penting 

lainnya. Deskripsi Varietas Lokal adalah penjelasan tertulis mengenai suatu 

varietas tanaman yang mencakup sebaran geografis, ciri-ciri morfologi, dan 

sifat-sifat penting lainnya. Sebaran geografis adalah daerah tempat pertama 

kali ditemukan dan/atau daerah penyebaran suatu Varietas Lokal, dan 

masyarakat setempat merasa memiliki serta membudidayakan Varietas Lokal 

tersebut secara turun temurun. Daftar Umum Perlindungan Varietas 

Tanaman adalah daftar catatan resmi dari seluruh tahapan dan kegiatan 

pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman. Berita Resmi Perlindungan 

Varietas Tanaman adalah suatu media informasi komunikasi resmi dari 

kegiatan pengelolaan Perlindungan Varietas Tanaman yang diterbitkan secara 

berkala oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman untuk kepentingan umum. 
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C.  Lingkup Perlindungan Varietas Tanaman 

1. Varietas yang diberi dan tidak diberi hak PVT 

PVT diberikan kepada varietas dari jenis atau spesies tanaman yang 

baru, unik, seragam, stabil, dan diberi nama. Suatu varietas dianggap baru 

apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau 

hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia 

atau sudah diperdagangkan tetapi tidak lebih dari setahun, atau telah 

diperdagangkan di luar negeri tidak lebih dari empat tahun untuk tanaman 

semusim dan enam tahun untuk tanaman tahunan. Sedangkan kriteria varietas 

dianggap unik apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan 

varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat 

penerimaan permohonan hak PVT. Varietas dianggap seragam apabila sifat-sifat 

utama atau penting pada varietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi 

sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda. Sedangkan 

suatu varietas dianggap stabil apabila sifat-sifatnya tidak mengalami perubahan 

setelah ditanam berulang-ulang, atau untuk yang diperbanyak melalui siklus 

perbanyakan khusus, tidak mengalami perubahan pada setiap akhir siklus 

tersebut.  

Maksud dari varietas yang apabila diperbanyak tidak mengalami 

perubahan adalah varietas tersebut tetap stabil di dalam proses perbanyakan 

benih atau propagasi dengan metode tertentu, misalnya produksi benih hibrida, 

kultur jaringan, dan stek. Varietas yang dapat diberi PVT harus diberi penamaan 

yang selanjutnya menjadi nama varietas yang bersangkutan. Ketentuan 

pemberian nama varietas tanaman yang dapat diberi PVT yaitu mencerminkan 

identitas varietas yang bersangkutan, tidak menimbulkan kerancuan 

karakteristik atau identitas suatu varietas, belum digunakan untuk varietas yang 

sudah ada untuk jenis tanaman yang sama, tidak menggunakan nama orang 

terkenal kecuali mendapat orang yang bersangkutan, tidak menggunakan nama 
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alam, tidak menggunakan lambang negara, tidak menggunkan merek dagang 

untuk barang dan jasa, tidak lebih dari 30 huruf. 

PVT tidak diberikan untuk varietas yang penggunaannya bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, 

kesusilaan, norma-norma agama, kesehatan, dan kelestarian lingkungan hidup. 

Contoh penggunaan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku, ketertiban umum, kesusilaan, kesehatan, dan kelestarian 

lingkungan hidup adalah tanaman penghasil psikotropika, sedangkan yang 

melanggar norma agama misalnya varietas yang mengandung gen dari hewan 

yang bertentangan dengan norma agama tertentu. 

2. Pemegang Hak PVT 

Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 29/2000, pemegang hak PVT adalah 

pemulia atau orang atau badan hukum, pihak yang memperkerjakan pemulia 

kecuali ada perjanjian lain, pihak yang memesan varietas kepada pemulia 

kecuali ada perjanjian lain, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak PVT 

dari pemegang hak PVT sebelumnya (ahli waris, jual beli, hibah, dan lain lain).  

3. Hak dan Kewajiban Pemegang Hak PVT 

Hak yang diperoleh pemegang PVT adalah hak untuk menggunakan dan 

memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk 

menggunakan varietas berupa benih dan hasil panen yang digunakan untuk 

propagasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas turunan esensial yang 

berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdaftar dan 

diberi nama, varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang 

dilindungi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas 

yang dilindungi. Hak untuk menggunakan varietas tersebut meliputi kegiatan: 

memproduksi atau memperbanyak benih; menyiapkan untuk tujuan propagasi; 

mengiklankan; menawarkan; menjual atau memperdagangkan; mengekspor; 
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mengimpor; mencadangkan untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam hak 

sebelumnya. Selain memperoleh hak sebagaimana dijelaskan di atas, pemegang 

hak PVTjuga mempunyai kewajiban sebagai berikut: 

a. melaksanakan hak PVT-nya di Indonesia; 

b. membayar biaya tahunan PVT; 

c. menyediakan dan menunjukkan contoh benih varietas yang telah 

mendapatkan hak PVT di Indonesia, kecuali secara teknis tidak dapat 

ditanam di Indonesia atau secara ekonomi tidak menguntungkan jika 

ditanam di Indonesia. 

4. Hak Pemulia 

Pemulia yang menghasilkan varietas mempunyai dua hak, yaitu hak 

ekonomi dan hak moral. Secara ekonomi, sesuai dengan Pasal 8 UU PVT, 

pemulia yang menghasilkan varietas berhak memperoleh imbalan yang layak 

dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari varietas tersebut. 

Secara moral, pemulia yang menghasilkan varietas berhak namanya tetap 

dicantumkan dalam sertifikat pemberian hak PVT. 

5. Jangka Waktu Perlindungan 

Masa perlindungan hak PVT diberikan selama 25 tahun untuk tanaman 

tahunan dan 20 tahun untuk tanaman semusim. Apabila dalam masa 

perlindungan tersebut sudah habis, maka varietas yang bersangkutan dianggap 

telah menjadi milik umum (public domain). 

6. Pelanggaran Hak PVT 

Dalam ketentuan peraturan PVT yang berlaku jika terjadi pelanggaran 

terhadap hak PVT diancam pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling 

banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah). 
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7. Tidak Dianggap Sebagai Pelanggaran Terhadap Hak PVT 

Namun, tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak PVT 

jika penggunaan sebagian hasil panen varietas yang dilindungi bukan untuk 

tujuan komersial; penggunaan varietas yang dilindungi untuk tujuan penelitian, 

pemuliaan tanaman, dan perakitan varietas baru; penggunaan oleh pemerintah 

atas varietas yang dilindungi dalam rangka kebijakan pengadaan pangan dan 

obat-obatan (tetap dengan memperhatikan hak hak ekonomi pemegang hak 

PVT). 

 

D. Strategi Perlindungan PVT, Hubungan antara PVT, Pendaftaran dan 

Pelepasan Varietas 

  Varietas tanaman dapat dihasilkan dan dikembangkan dari kegiatan 

pemuliaan seperti persilangan, rekayasa genetika, mutasi dan lain lain. varietas 

tanaman yang dihasilkan dari proses rekayasa genetika dapat dilindungi dengan 

PVT, namun tidak menutup kemungkinan proses atau metode yang telah 

dilakukan dapat juga dilindungi melalui permohonan paten sepanjang syarat-

syarat patennya juga terpenuhi. Bahkan rezim HKI lain seperti rahasia dagang 

bisa menjadi alternatif pilihan jika metode yang ditemukan untuk menghasilkan 

varietas baru benar-benar memiliki nilai ekonomi yang tinggi, bersifat rahasia 

dan belum pernah dilakukan sebelumnya. 

 PVT dengan segala hak dan kewajibannya merupakan alternatif bagi 

pemulia atau penghasil varietas untuk dapat memanfaatkan hasil pemuliaannya 

secara komersial. Secara hukum, apabila suatu varietas baru dilindungi dengan 

PVT, maka pemilik/pemegang PVT mempunyai kekuatan hukum untuk 

mengizinkan atau melarang pihak lain atas penggunaan varietas yang dilindungi 

PVT. Sedangkan pendaftaran varietas hanya terbatas pada kegiatan untuk 

mendaftarkan varietas saja namun tidak ada hak secara eksklusif atas varietas 

tersebut. Pelepasan varietas hanya menunjukkan suatu varietas merupakan 
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varietas unggul dan aman untuk diperdagangkan, namun jika terjadi pelanggaran 

terhadap varietas yang didaftarkan dan dilepas tersebut, secara hukum tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang kuat/lebih bila dibandingkan dengan varietas 

yang dimohonkan hak PVT. Jadi, permohonan hak PVT, pendaftaran varietas 

dan pelepasan varietas merupakan ketiga hal yang memiliki pemahaman dan 

implikasi hukum yang berbeda.  

 Berdasarkan uraian di atas, beberapa strategi yang dapat menjadi 

pedoman dalam upaya melindungi varietas tanaman hasil pemuliaan adalah: 

1. Perlindungan awal terhadap varietas tanaman hasil pemuliaan dapat 

dilakukan melalui pendaftaran varietas. Pendaftaran varietas ini tidak 

dikenakan biaya (gratis) dan prosedur ini bermanfaat dalam memberikan 

kejelasan identitas suatu varietas dengan pemilik atau pemulianya. 

2. Varietas hasil pemuliaan melalui kajian dan analisis pasar memiliki 

potensi komersial dan ekonomi yang bagus, sebelum dilakukan 

pelepasan varietas sebaiknya dimohonkan dulu hak PVT nya. Hal ini 

terkait dengan syarat syarat PVT yang telah dijelaskan sebelumnya. 

3. Pelepasan varietas dapat menjadi alternatif terakhir dalam rangka 

memperdagangkan atau memperjualbelikan varietas hasil pemuliaan jika 

varietas memiliki potensi ekonomi yang tinggi dan sebagai pemenuhan 

syarat dari ketentuan UU No. 12 tahun 1992 yang mengharuskan suatu 

varietas yang akan diperjualbelikan harus melalui prosedur pelepasan 

varietas. 

 

E. Prosedur Permohonan PVT 

 Proses untuk mendapatkan hak PVT maka suatu varietas harus 

dimohonkan atau didaftarkan ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan 

Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementrian Pertanian. Berdasarkan prosedur 

permohonan hak PVT yang dikeluarkan oleh Pusat PVTPP, ketentuan untuk 

mengajukan permohonan hak PVT adalah sebagai berikut:  
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1. Ketentuan Umum 

a. Permohonan hak PVT diajukan ke Pusat PVTPP secara tertulis dengan 

mengisi seluruh formulir aplikasi dalam Bahasa Indonesia. Besarnya 

biaya per varietas yang dimohonkan sebesar Rp.150.000,-. Biaya 

pendaftaran dibayarkan langsung ke kas negara melalui Bank Pemerintah 

dengan pengisian blanko Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(SSBP), KPPN Jakarta V, Kode Kementrian Pertanian Pusat 

Perlindungan Varietas Tanaman 1801, Uraian Penerimaan Kode MAP 

423144 dan Bukti Penyetoran diserahkan ke Pusat PVTPP. 

b. Varietas yang dapat diberi PVT adalah varietas yang memnuhi syarat 

BUSS dan diberi nama. 

c. Permohonan PVT dapat diajukan oleh pemulia; orang atau badan hukum 

yang memperkerjakan pemulia; ahli waris; penerima hak lebih lanjut hak 

atas PVT; dan konsultan. 

d. Permohonan PVT yang diajukan oleh : orang atau badan hukum atau 

konsultan PVT harus disertai surat kuasa bermaterai 6000 dengan 

mencantumkan nama dan alamat kuasa; ahli waris harus disertai 

dokumen bukti ahli waris; penerima hak lebih lanjut atas hak PVT  

disertai bukti penerima hak; pemulia atau badan hukum yang 

memperkerjakan pemulia yang memesan varietas dari pemulia, penerima 

hak lebih lanjut atas varietas yang bersangkutan atau ahli waris yang 

pemohonnya tidak berkedudukan tetap di Indonesia harus melalui 

konsultan PVT di Indonesia selaku kuasa; 

e. Setiap permohonan hak PVT hanya dapat diajukan untuk satu varietas. 

 

2. Tahapan Permohonan 

a. Pemohon mengajukan secara tertulis permohonan hak PVT ke Pusat 

PVT dengan kelengkapan sebagai berikut: 
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b. Mengisi formulir hak PVT yang diberi materai 6000 berdasarkan 

pertaturan yang berlaku sebanyak dua rangkap (Contoh formulir terdapat 

dalam Lampiran 1). 

c. Setiap permohonan dilampiri deskripsi varietas baru beserta 

persyaratannya sesaui dengan ketentuan peraturan yang berlaku untuk 

setiap jenis permohonan dalam rangkap dua.  

Contoh formulir deskripsi dapat dilihat dalam Lampiran 2. Deskripsi 

disertai dengan foto untuk memperjelas deskripsinya, terutama karakter 

unik yang menjadi identitas dari varietas yang akan dimohonkan di atas 

kertas Dof. Foto mencakup varietas yang dimohonkan dan vaietas 

pembandingnya. 

d. Fotokopi surat penugasan atau surat pemesanan kepada pemulia apabila 

pemohon bukan pemulia aslinya. 

e. Foto kopi surat penerimaan hak lebih lanjut atas varietas apabila varietas 

tersebut telah dialihkan kepemilikannya. 

f. Surat kuasa kepada orang/badan hukum/konsultan PVT di atas kertas 

bermaterai 6000 jika permohonan diajukan melalui orang/badan 

hukum/konsultan PVT. 

g. Dokumen bukti ahli waris, apabila permohonan hak PVT diajukan oleh 

ahli waris. 

h. Surat Keterangan Aman Pangan dan Hayati dari instansi yang 

berwenang, jika varietas adalah hasil rekayasa genetik. 

i. Surat perjanjian dengan pemilik varietas asal jika varietas merupakan 

varietas turunan esensial. 

j. Permohonan hak PVT dengan menggunakan hak prioritas harus pula 

memenuhi ketentuan sebagai berikut:  

1) Diajukan dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal penerimaan 

pengajuan permohonan hak PVT yang pertama kali di luar 

Indonesia; 
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2) Dilengkapi salinan surat permohonan hak PVT yang pertama kali 

dan disahkan oleh yang berwenang di negara dimaksud pada butir di 

atas paling lambat 3 bulan; 

3) Dilengkapi salinan sah dokumen permohonan hak PVT yang 

pertama di luar negeri; 

4) Dilengkapi salinan sah penolakan hak PVT bila hak PVT pernah 

ditolak. 

k. Permohonan hak PVT dinyatakan diterima apabila semua persyaratannya 

telah dipenuhi secara lengkap dan benar. 

l. Setelah penerimaan permohonan, Pusat PVT akan melakukan 

pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pesrsyaratan dalam waktu 

paling lambat 30 hari kerja. 

m. Jawaban atas permohonan hak PVT akan diberikan secara tertulis yaitu 

diterima, dikembalikan atau ditolak. 

n. Dalam hal Pusat PVT memutuskan menerima permohonan hak PVT 

sebelum batas waktu berakhir, permohonan tersebut diterima pada 

tanggal Pusat PVT menyatakan berkas permohonan telah lengkap. 

o. Apabila permohonan dikembalikan karena ada persyaratan yang belum 

lengkap atau benar, maka pusat PVT akan memberitahukan kepada 

pemohon untuk melengkapi kekurangan tersebut paling lama 3 bulan 

sejak tanggal pemberitahuan. 

p. Jangka waktu 3 bulan untuk melengkapi persyaratan dapat diperpanjang 

paling lama 3 bulan lagi atas permintaan pemohon. 

q. Apabila dalam jangka waktu tersebut, pemohon belum dapat melengkapi 

kekurangan yang disyaratkan, Pusat PVT akan memberitahukan kepada 

pemohon bahwa permohonan dianggap ditarik kembali. 

r. Pusat PVT akan melakukan pemeriksaan persyaratan permohonan hak 

PVT yang telah disampaikan secara lengkap selambat-lambatnya: 
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1) 6 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan hak PVT; 

2) 12 bulan setelah tanggal penerimaan permohonan dengan hak 

Prioritas 

s. Permohonan hak PVT yang dinyatakan diterima dapat diubah sebelum 

dan selama masa pemeriksaan. Perubahan sebelum dan selama masa 

pemeriksaan dapat berupa penambahan atau pengurangan uraian 

mengenai penjelasan sifat-sifat varietas yang dimohonkan. Perubahan 

yang dilakukan tersebut dianggap diajukan pada tanggal yang sama 

dengan permohonan semula. 

t. Permohonan hak PVT yang telah diterima oleh Pusat PVT dapat ditarik 

kembali dengan mengajukan permohonan kepada Pusat PVT yang 

ditanda tangani oleh pemohon dengan dibubuhi materai secukupnya 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

u. Penarikan kembali permohonan tidak mewajibkan Pusat PVT untuk yang 

segala biaya yang telah dikeluarkan oleh pemohon. 

 

3. Tahapan Pengumuman 

a. Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas dalam 

membantu memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran atas permohonan 

ak PVT maka suatu permohonan hak PVT yang telah memenuhi 

ketentuan dan tidak ditarik kembali akan diumumkan oleh PUsat PVT 

pada papan pengumuman selama 6 bulan. 

b. Selama jangka waktu pengumuman, setiap orang atau pihak dapat 

mengajukan pandangan atau keberatannya secara tertulis atas varietas 

yang diumumkan tersebut disertai alasannya. 

c. Pandangan atau keberatan yang disampaikan setelah lewat masa 

pengumuman tidak dapat diproses. 
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d. Pandangan atau keberatan dari pihak terkait varietas yang diumumkan, 

Pusat PVT akan mengirimkan salinan keberatan tersebut kepada 

pemohon. 

e. Pemohon berhak mengajukan sanggahan, klarifikasi atau penjelasan 

secara tertulis kepada Pusat PVT dalam jangka waktu paling lama 14 

hari kerja sejak diterimanya salinan surat dari Pusat PVT. 

f. Pusat PVT menggunakan pandangan, keberatan, sanggahan, klarifikasi 

dan penjelasan untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan status dari 

varietas yang dimohonkan tersebut. 

 

4. Tahapan Pemeriksaan 

a. Permohonan pemeriksaan substantif atas permohonan hak PVT harus 

diajukan kepada Pusat PVT paling lambat satu bulan setelah masa 

pengumuman berakhir dengan membayar sejumlah biaya pemeriksaan 

yang ditetapkan. 

b. Besar dan bentuk biaya pemeriksaan substantif disesuaikan dengan 

kebutuhan pelaksanaan pemeriksaan substantif dengan 

mempertimbangkan jenis varietas, lokasi penanaman varietas dan 

dituangkan ke dalam perjanjian antara pemohon dengan pelaksana 

pemeriksaan substantif. 

c. Pelaksana pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemulia yang berada 

pada balai penelitian komoditas lingkup dan atau di bawah pembinaan 

Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 

d. Pemeriksaan substantif dilaksanakan dalam waktu paling lambat 24 

bulan terhitung sejak tanggal permohonan pemeriksaan substantif. 

e. Apabila diperlukan perpanjangan waktu pemeriksaan dari jangka waktu 

pemeriksaan, Pusat PVT akan memberitahukan kepada pemohon dengan 

disertai alasan dan penjelasan yang mendukung perpanjangan tersebut. 
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f. Apabila laporan hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa varietas 

yang dimohonkan ternyata mengandung ketidakjelasan atau kekurangan 

kelengkapan yang dinilai penting, Pusat PVT memberitahukan secara 

tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada pemohon. 

g. Pemohon dalam waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak 

tanggal diterimanya pemberitahuan wajib melakukan perbaikan sesuai 

yang diminta Pusat PVT. 

h. Apabila setelah pemberitahuan dalam jangka waktu sebagaimana yang 

dimaksud di atas, pemohon tidak memberikan penjelasan atau tidak 

memenuhi kekurangan kelengkapan termasuk tidak melakukan 

perbaikan atau perubahan terhadap permohonan yang diajukan maka 

permohonan tersebut dianggap ditarik kembali. 

 

5. Tahapan Pemberian Hak PVT 

Apabila hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa suatu varietas 

telah memenuhi persyaratan baru, unik, stabil dan seragam, maka Pusat PVT 

akan memberikan sertifikat Hak PVT kepada pemohon. 

 

6. Tahapan Penolakan Hak PVT 

Apabila hasil pemeriksaan substantif menyatakan bahwa suatu varietas 

tidak memenuhi persyaratan BUSS atau permohonan ditarik kembali, Pusat 

PVT menolak permohonan hak PVT disertai alasan dan pertimbangan yang 

menjadi dasar penolakan kepada pemohon. 

 

F. Pembiayaan Permohonan PVT 

Permohonan hak PVT atas varietas yang dihasilkan oleh pemulia atau 

peneliti LIPI di satuan kerja LIPI maka seluruh biaya yang timbul atas 

permohonan tersebut baik biaya pendaftaran, pemeriksaan substantif, 

pengambilan sertifikat sampai biaya pemeliharaan tahunan selama jangka waktu 
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perlindungan akan ditanggung dan difasilitasi oleh Pusat Inovasi LIPI sebagai 

satuan kerja yang mengelola Hak Kekayaan Intelektual. 
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PENDAFTARAN VARIETAS TANAMAN 

  

Pendaftaran varietas tanaman merupakan proses yang berbeda dari 

permohonan hak PVT. Kegiatan pendaftaran varietas tanaman terkait terbatas 

dalam hal mendaftarkan nama suatu varietas dengan tidak ada implikasi hukum 

terhadapnya artinya varietas yang didaftarkan tidak memiliki eksklusifitas baik 

dari perlindungan maupun hak pemohon. Dengan kata lain, varietas yang hanya 

didaftarkan tidak akan mendapat perlindungan hukum dan pemohon juga tidak 

akan mendapat hak eksklusif atas varietas yang bersangkutan. Berbeda dengan 

permohonan hak PVT, varietas yang dimohonkan hak ini akan mendapatkan 

perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu dan pemohon memiliki hak 

eksklusif untuk memanfaatkan varietas tersebut atau melimpahkan ke pihak lain 

dengan perjanjian.  

 

A. Dasar Hukum 

Peraturan yang terkait dan mendasari pendaftaran varietas tanaman 

adalah: 

UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas 

PP No. 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan 

Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial 

Permentan No. 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang Syarat Penamaan dan Tata Cara 

Pendaftaran Varietas Tanaman 

 

B. Tujuan/Manfaat 

Manfaat dan Tujuan dari kegiatan pendafaran varietas tanaman adalah database 

tentang varietas tanaman dapat dikumpulkan dan dikelola dengan baik, 

9 
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memperjelas nama varietas, memperjelas hubungan hukum anatara varietas 

yang bersangkutan dengan pemiliknya dan atau penggunanya, dapat membantu 

dalam hal pembagian manfaat ekonomi bila digunakan sebagai tetua (varietas 

asal) untuk menghasilkan varietas baru (varietas turunan esensial) yang 

mendapatkan hak PVT. 

 

C.  Varietas Lokal 

Varietas yang didaftarkan dapat berupa varietas lokal dan varietas hasil 

pemuliaan baik yang belum dilepas ataupun yang sudah dilepas. Khusus untuk 

varietas lokal tidak dapat dilindungi dengan PVT karena terkait dengan 

kebaruan, kepemilikan dan pemulia yang tidak diketahui atau bahkan tidak ada. 

Varietas dapat juga dilepas jika memenuhi kriteria unggul dan manfaat ekonomi 

yang tinggi. Pendaftaran varietas lokal dilakukan oleh pemerintah setempat 

tergantung sebaran geografis varietas tersebut. 

1. Jika varietas tersebut mencakup/tersebar dalam satu kecamatan atau 

lintas kecamatan dalam satu kabupaten/kota maka yang wajib dan berhak 

mendaftarkan adalah Bupati atau Walikota 

2. Jika varietas tmencakup/tersebar dalam lintas kabupaten/kota dalam satu 

propinsi maka yang wajib dan berhak mendaftarkan adalah Gubernur. 

3. Jika varietas tersebar dalam lebih dari satu propinsi atau lintas propinsi 

maka yang mendaftarkan adalah Pusat PVTPP. 

 

D.  Pemberian Nama Varietas Tanaman 

 Terkait dengan tata cara penamaan varietas tanaman yang akan 

didaftarkan atau dimohonkan hak PVT ketentuannya adalah sebagai berikut: 

1. Nama varietas tersebut dapat digunakan meskipun masa 

perlindungannya telah habis. 

2. Pemberian nama tidak boleh menyebabkan kerancuan terhadap sifat sifat 

varietas. 
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3. Penamaan varietas dilakukan oleh pemohon hak PVT dan didaftarkan 

pada Pusat PVT. 

4. Apabila penamaan tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, 

maka Pusat PVT berhak menolak dan meminta penamaan baru. 

5. Apabila nama varietas yang diajukan telah digunakan untuk varietas lain 

maka pemohon diminta dan wajib mengganti dengan nama yang baru. 

6. Nama varietas yang diajukan dapat juga diajukan sebagai merek dagang 

yang sesuai dengan peraturan perundag-undangan yang berlaku. 

Di dalam pasal 4 dan pasal 12 ayat 2 PP No. 13 tahun 2004 tentang penamaan, 

pendaftaran dan penggunaan varietas asal untuk pembuatan varietas turunan 

esensial yang dinyatakan juga dalam pasal 4 ayat 1 dan pasal 11 ayat 2 

Permentan Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006 tentang syarat penamaan dan tata cara 

pendaftaran varietas tanaman, dijelaskan bahwa penamaan varietas lokal 

maupun varietas hasil pemuliaan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Mencerminkan identitas varietas hasil pemuliaan yang bersangkutan 

2. Tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu 

varietas hasil pemuliaan 

3. Tidak telah digunakan nama varietas yang sudah ada 

4. Tidak menggunakan nama orang terkenal 

5. Tidak menggunakan nama alam 

6. Tidak menggunakan lambang negara 

7. Tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang 

dihasilkan dari bahan propagasi seperti benih/bibit/bahan yang 

dihasilkan dari varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman 

Setelah memenuhi persyaratan di atas, berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan pasal 11 

ayat 3 Permentan Nomor 01/Pert/SR.120/2006, penamaan varietas lokal dan 

varietas hasil pemuliaan juga harus memenuhi syarat sebagai berikut: 

1. Tidak lebih dari 30 huruf 
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2. Tidak ditafsirkan sebagai memperbesar bilai sesungguhnya dari varietas 

tersebut misalnya terbaik, paling enak, wangi sekali dan lainnya 

3. Tidak menggunakan kata kata yang dilarang dalam penamaan seperti 

persilangan, hibrida, kelompok, bentuk, bibit, strain, mutan, varietas atau 

bentuk jamak dari kata-kata tersebut seperti: yang diperbaiki, yang 

ditransformasi dan lainnya 

4. Tidak menggunakan tanda baca 

5. Tidak menggunakan nama jenis atau spesies atau nama botani untuk 

penggunaan nama tunggal 

Khusus untuk varietas hasil pemuliaan, berdasarkan pasal 11 ayat 3 Permentan 

Nomor 01/Pert/SR.120/2/2006, penamaannya juga harus memenuhi syarat: 

1. Tidak hanya terdiri dari kata kata deskriptif sederhana, misalnya merah, 

panjang, pendek, kerdil; 

2. Apabila sebelumnya pernah diusulkan di luar Indonesia, nama tersebut 

dapat dipergunakan pada waktu yang diusulkan di Indonesia, kecuali 

nama tersebut sudah digunakan di Indoensia untuk jenis yang sama. 

 

E. Prosedur Pendaftaran Varietas Tanaman 

 Pendaftaran varietas tanaman dilakukan di kantor Pusat PVT PP 

kementrian Pertanian tanpa dipungut biaya. Prosedur dan ketentuannya 

adalah sebagai berikut. 

1. Pendaftaran Varietas Lokal 

a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran varietas lokal yang 

telah ditandatangani oleh Bupati/Walikota/Gubernur/Lembaga atau 

Instansi yang ditujuk Tim yang dibentuk (sesuai sebaran geografis 

vaietas lokal) di atas kertas bermaterai (Lampiran xx). 

b. Foto varietas lokal yang akan didaftar dicetak berwarna di atas 

kertas DOF untuk memperjelas tampilan gambarnya 
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c. Surat penunjukkan atau pembentukan tim oleh 

Bupati/Walikota/Gubernur kepada institusi yang ditunjuk atau tim 

yang dibentuk apabila varietas lokal diajukan oleh lembaga/tim 

2. Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan 

a. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran varietas hasil 

pemuliaan yang telah ditandatangani oleh pemilik varietas hasil 

pemuliaan di atas kertas bermaterai (Formulir pada lampiran xx). 

b. Foto varietas hasil pemuliaan dicetak berwarna di atas kertas Dof 

untuk memperjelas deskripsinya. 

c. Surat penugasan kepada pemulia, apabila varietas yang didaftarkan 

oleh lembaga/institusi yang memperkerjakan pemulia. 

d. Surat perjanjian kerjasama atau pemesanan apabila varietas yang 

didaftarkan oleh perorangan atau lembaga/institusi melalui 

perjanjian kerjasama atau pemesanan. 

e. Dokumen kepemilikan varietas apabila suatu varietas hasil 

pemuliaan diperoleh melalui warisan, hibah, wasiat, perjanjian 

dalam bentuk akta notaris atau sebab lain sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

f. Surat penunjukkan untuk mendaftarkan, apabila pendaftaran bukan 

oleh pemulia atau pemilik varietas hasil pemuliaan yang akan 

didaftarkan. 

 

Jangka Waktu 

 Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak 

tanggal diterimanya pendaftaran varietas, Pusat PVT harus sudah 

memberikan jawaban secara tertulis mengenai diterimanya pendaftaran 

varietas. Apabila dalam jangka waktu tersebut Pusat PVT belum 

memberikan jawaban, maka permohonan dianggap telah diterima. 
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Dalam hal pendaftaran tidak sesaui dengan persyaratan penamaan 

dan pengisian formulir sebagaimana dimaksud dalam Permentan yang 

berlaku, maka Pusat PVT akan memberikan saran perbaikan kepada 

pemilik varietas tersebut secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 

30 hari sejak tanggal pendaftaran. Apabila dalam jangka waktu 3 bulan 

terhitung sejak tanggal saran perbaikan nama varietas, pemilik atau 

pemohon varietas hasil pemuliaan tidak memberikan tanggapan, maka 

pendaftaran tersebut dianggap ditarik kembali. 

Pendaftaran yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan 

seperti telah dijelaskan sebelumnya akan dicatat dalam Daftar Umum 

PVT dan diumumkan dalam Berita Resmi PVT serta diberitahukan 

kepada pendaftar. 
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LAMPIRAN 

Daftar Lampiran 

 

Lampiran 1 Hak Cipta 

Formulir Permohonan Hak Cipta 

Daftar Biaya pencatatan hak cipta 

UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta 

 

Lampiran 2 Paten 

Formulir Permohonan Paten 

Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif 

Formulir Pemeliharaan Paten 

Tarif PNBP Untuk Paten 

UU No. 13 Tahun 2016 Paten 

 

Lampiran 3 Desain Industri 

Formulir Pendaftaran Desain Industri 

Daftar Kelas Desain Industri (Klasifikasi Locarno) 

Daftar Biaya untuk Desain Industri 

UU No. 31 Tahun 2000 Desain Industri 

 

Lampiran 4 Merek 

Formulir Pendaftaran Merek 

Daftar Kelas Barang dan Jasa 

Daftar biaya untuk permohonan merek 

Formulir Perpanjangan Merek 

UU No. 15 Tahun 2001 Merek 
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Lampiran 5 Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) 

Formulir Permohonan PVT 

Lembar deskripsi PVT 

Formulir Pendaftaran Varietas Tanaman 

Daftar Biaya untuk PVT 

UU No. 29 Tahun 2000 Perlindungan Varietas Tanaman 
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Lampiran 1a. Formulir Permohonan Paten 
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Lampiran 1b. Daftar Biaya pencatatan hak cipta 

PNBP Hak Cipta Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016 

sumber: 

http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/hak-cipta/tarif-hak-cipta) 

 PNBP Hak Cipta Satuan 
Tarif 

(Rp) 

1. Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan     

  a. Usaha Mikro dan Usaha kecil     

    1) Secara Elektronik (online) Per Permohonan 200.000 

    2) Secara Non Elektronik (manual) Per Permohonan 250.000 

  b. Umum     

    1) Secara Elektronik (online) Per Permohonan 400.000 

    2) Secara Non Elektronik Per Permohonan 500.000 

2. 
Permohonan Pendaftaran Suatu Ciptaan berupa Program 

Komputer 
    

  a. Usaha Mikro dan Usaha kecil     

    1) Secara Elektronik (online) Per Permohonan 300.000 

    2) Secara Non Elektronik (manual) Per Permohonan 350.000 

  b. Umum     

    1) Secara Elektronik (online) Per Permohonan 600.000 

    2) Secara Non Elektronik (manual) Per Permohonan 700.000 

3. 
  Permohonan Pencatatan Pemindahan Hak atas Suatu Ciptaan 

yang Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan 

Per Nomor 

Daftar 
150.000 

4. 
  Permohonan Perubahan Nama dan Alamat Suatu Ciptaan yang 

Terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan 

Per Nomor 

Daftar 
100.000 

5. 
  Permohonan Petikan Tiap Pendaftaran Ciptaan Dalam Daftar 

Umum Ciptaan 

Per Nomor 

Daftar 
100.000 

6.   Permohonan Salinan Surat Pendaftaran Hak Cipta 
Per Nomor 

Daftar 
100.000 

7.   Pencatatan Lisensi Hak Cipta 
Per Nomor 

Daftar 
100.000 

8.   Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Ciptaan Terdaftar Per Permohonan 100.000 

9.   Permohonan Perbaikan Data Permohonan Pendaftaran Ciptaan Per Permohonan 100.000 

10. 

  Koreksi Surat Pendaftaran Ciptaan atas Kesalahan atas Data 

Permohonan Pendaftaran Ciptaan yang Disampaikan oleh 

Pemohon 

Per Nomor 

Daftar 
100.000 

 



SENTRA HKI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

BUKU PRAKTIS MEMAHAMI DAN CARA MEMPEROLEH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
81 

 

 

Lampiran 1c. UU No. 28 Tahun 2014 Hak Cipta 

 

Dst...... 
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Lampiran 2a. Formulir Permohonan Paten 
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Lampiran 2b. Formulir Permohonan Pemeriksaan Substantif 
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Lampiran 2c. Formulir Pemeliharaan Paten 
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Lampiran 2d. Tarif PNBP untuk Paten 

PNBP Paten Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016  

sumber: 

http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/paten/tarif-paten 

 

No. PNBP Paten Satuan Tarif(Rp.) 

1. Permohonan     

  a. Permohonan Paten     

    1) 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, 

dan Litbang Pemerintah 
    

      a) Secara Elektronik (online) Per Permohonan 350.000 

      b) Secara non Elektronik (manual) Per Permohonan 450.000 

    2) Umum     

      a) Secara Elektronik (online) Per Permohonan 1.250.000 

      b) Secara non Elektronik (manual) Per Permohonan 1.500.000 

  b. Permohonan Paten Sederhana     

    1) 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, 

dan Litbang Pemerintah 
    

      a) Secara Elektronik (online) Per Permohonan 200.000 

      b) Secara non Elektronik (manual) Per Permohonan 250.000 

    2) Umum     

      a) Secara Elektronik (online) Per Permohonan 800.000 

      b) Secara non Elektronik (manual) Per Permohonan 1.250.000 

2. 
Tambahan Biaya Deskripsi Permohonan yang Lebih Dari 30 

(Tiga Puluh) Halaman 
Per Lembar 5.000 

3. Tambahan Biaya Setiap Klaim Per Klaim 50.000 

4. 
Denda Terhadap Keterlambatan Pemenuhan Persyaratan 

Permohonan 
Per Permohonan 200.000 

5. 
Percepatan Pengumuman yang Dilaksanakan Segera Setelah 

6(enam) Bulan 
Per Permohonan 200.000 

6. Permohonan Perubahan Data Permohonan Per Permohonan 100.000 

7. Permohonan Surat Keterangan Pemakai Terdahulu Per Permohonan 3.000.000 

8. Permohonan Surat Bukti Hak Prioritas Per Permohonan 250.000 

9. 
Permohonan Surat Keterangan Resmi untuk Memperoleh 

Contoh Jasad Renik 
Per Permohonan 100.000 

10. Pemeriksaan Substantif     

  a. Permohonan Paten Per Permohonan 2.000.000 
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  b. Permohonan Paten Sederhana Per Permohonan 350.000 

11. Perubahan Jenis Permohonan Paten Per Permohonan 450.000 

12. Permohonan Banding Per Permohonan 3.000.000 

13 
Koreksi Sertifikat atas Kesalahan Data Aplikasi yang 

Disampaikan oleh Pemohon 
Per Permohonan 500.000 

14. 

Koreksi Frontpage atas Kesalahan Data Aplikasi yang 

Disampaikan oleh Pemohon (Khusus Terhadap Data Yang 

Tidak Tercantum Dalam Sertifikat) 

Per Permohonan 150.000 

15. Permohonan Perubahan Data Bibliografi Paten Per Paten 150.000 

16. 
Permohonan Pembatalan Sebagian Berupa Pengurangan 

Klaim 
Per Klaim 100.000 

17 Permohonan Pencatatan Pengalihan Paten Per Permohonan 500.000 

18 Pendaftaran Pencatatan Perjanjian Lisensi Per Permohonan 1.000.000 

19. Permohonan Petikan Pencatatan Perjanjian Lisensi Per Permohonan 150.000 

20. Permohonan Lisensi Wajib Per Permohonan 1.000.000 

21. Permohonan Petikan Daftar Umum Paten Per Permohonan 300.000 

22. Permohonan Salinan Sertifikat Paten Per Permohonan 150.000 

23. Permohonan Salinan Dokumen Paten Per Lembar 10.000 

24. Biaya (Jasa) Penelusuran          

  a.  
Permohonan atas Penelusuran Paten yang di Umumkan 

di Dalam Negeri    
Per Subyek  250.000  

  b. Penelusuran Paten secara online    Per Subyek  0  

25 Biaya (Jasa) Tahunan Paten     

  a. 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan 

Litbang Pemerintah 
    

    1) 
Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 0 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 0 

    2) 
Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 0 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 0 

    3) 
Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 0 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 0 

    4) 
Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
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      a) Dasar Per Paten 0 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 0 

    5) 
Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 0 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 0 

    6) 
Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 1.500.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 150.000 

    7) 
Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)  
    

      a)   Dasar Per Paten  2.000.000  

      b)   Biaya Tiap Klaim  Per Klaim 200.000  

     8) 
Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)  
    

      a)   Dasar  Per Paten 2.000.000  

      b)   Biaya Tiap Klaim  Per Klaim 200.000  

    9)  
Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)   Dasar  Per Paten 2.500.000  

      b)   Biaya Tiap Klaim Per Klaim  250.000  

    10)  
Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)   Dasar Per Paten  3.500.000  

      b)  Biaya Tiap Klaim  Per Klaim  250.000  

     11) 
Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)   Dasar Per Paten  5.000.000  

      b)   Biaya Tiap Klaim  Per Klaim 250.000  

    12) 
Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten  5.000.000  

      b)  Biaya Tiap Klaim  Per Klaim  250.000  

     13 
Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)  Dasar Per Paten  5.000.000  

      b)  Biaya Tiap Klaim  Per Klaim  250.000  



90 SENTRA HKI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

BUKU PRAKTIS MEMAHAMI DAN CARA MEMPEROLEH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

 

 

No. PNBP Paten Satuan Tarif(Rp.) 

    14. 
Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak 

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)  Dasar  Per Paten   5.000.000 

      b)   Biaya Tiap Klaim  Per Klaim 250.000  

    15.  
Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)  Dasar  Per Paten  5.000.000  

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 250.000 

    16. 
Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 5.000.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 250.000 

    17 
Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 5.000.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 250.000 

    18. 
Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak 

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 5.000.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 250.000 

    19. 
Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak 

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 5.000.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 250.000 

    20. 
Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 5.000.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 250.000 

   b. Umum     

    1)  
Tahun Ke-1 (Tahun Kesatu Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a)  Dasar  Per Paten  700.000 

      b)  Biaya Tiap Klaim Per Klaim  50.000  

    2) 
Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 700.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 50.000 

    3) 
Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
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      a) Dasar Per Paten 700.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 50.000 

    4) 
Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 1.000.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 100.000 

    5) 
Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 1.000.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 100.000 

    6) 
Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 1.500.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 150.000 

    7) 
Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)  
    

      a)   Dasar Per Paten  2.000.000 

      b)   Biaya Tiap Klaim  Per Klaim 200.000 

     8) 
Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)  
    

      a)   Dasar  Per Paten 2.000.000 

      b)   Biaya Tiap Klaim  Per Klaim 200.000 

    9)  
Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)   Dasar  Per Paten 2.500.000 

      b)   Biaya Tiap Klaim Per Klaim  250.000 

    10)  
Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)   Dasar Per Paten  3.500.000 

      b)  Biaya Tiap Klaim  Per Klaim  250.000 

     11) 
Tahun Ke-11 (Tahun Kesebelas Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)   Dasar Per Paten  5.000.000 

      b)   Biaya Tiap Klaim  Per Klaim 250.000 

    12) 
Tahun Ke-12 (Tahun Kedua Belas Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten  5.000.000 

      b)  Biaya Tiap Klaim  Per Klaim  250.000 
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     13 
Tahun Ke-13 (Tahun Ketiga Belas Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)  Dasar Per Paten  5.000.000 

      b)  Biaya Tiap Klaim  Per Klaim  250.000 

    14. 
Tahun Ke-14 (Tahun Keempat Belas Sejak 

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)  Dasar  Per Paten   5.000.000 

      b)   Biaya Tiap Klaim  Per Klaim 250.000 

    15.  
Tahun Ke-15 (Tahun Kelima Belas Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)  Dasar  Per Paten  5.000.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 250.000 

    16. 
Tahun Ke-16 (Tahun Keenam Belas Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 5.000.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 250.000 

    17 
Tahun Ke-17 (Tahun Ketujuh Belas Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 5.000.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 250.000 

    18. 
Tahun Ke-18 (Tahun Kedelapan Belas Sejak 

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 5.000.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 250.000 

    19. 
Tahun Ke-19 (Tahun Kesembilan Belas Sejak 

Tanggal Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 5.000.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 250.000 

    20. 
Tahun Ke-20 (Tahun Kedua Puluh Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 5.000.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 250.000 

26 Biaya (Jasa) Tahunan Paten Sederhana     

  a. 
Usaha Mikro, Usaha Kecil, Lembaga Pendidikan, dan 

Litbang Pemerintah 
    

    1) 
Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 0 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 0 
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    2) 
Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 0 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 0 

    3) 
Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 0 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 0 

    4) 
Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 0 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 0 

    5) 
Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 0 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 0 

    6) 
Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 1.650.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 50.000 

    7) 
Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)  
    

      a)   Dasar Per Paten  2.200.000 

      b)   Biaya Tiap Klaim  Per Klaim 50.000 

     8) 
Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)  
    

      a)   Dasar  Per Paten 2.750.000 

      b)   Biaya Tiap Klaim  Per Klaim 50.000 

    9)  
Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)   Dasar  Per Paten 3.300.000 

      b)   Biaya Tiap Klaim Per Klaim  50.000 

    10)  
Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)   Dasar Per Paten  3.850.000 

      b)  Biaya Tiap Klaim  Per Klaim  50.000 

  b. Umum     

    1) 
Tahun Ke-1 (Tahun Pertama Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
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      a) Dasar Per Paten 550.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 50.000 

    2) 
Tahun Ke-2 (Tahun Kedua Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 550.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 50.000 

    3) 
Tahun Ke-3 (Tahun Ketiga Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 550.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 50.000 

    4) 
Tahun Ke-4 (Tahun Keempat Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 550.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 50.000 

    5) 
Tahun Ke-5 (Tahun Kelima Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 1.100.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 50.000 

    6) 
Tahun Ke-6 (Tahun Keenam Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten) 
    

      a) Dasar Per Paten 1.650.000 

      b) Biaya Tiap Klaim Per Klaim 50.000 

    7) 
Tahun Ke-7 (Tahun Ketujuh Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)  
    

      a)   Dasar Per Paten  2.200.000 

      b)   Biaya Tiap Klaim  Per Klaim 50.000 

     8) 
Tahun Ke-8 (Tahun Kedelapan Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)  
    

      a)   Dasar  Per Paten 2.750.000 

      b)   Biaya Tiap Klaim  Per Klaim 50.000 

    9)  
Tahun Ke-9 (Tahun Kesembilan Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)   Dasar  Per Paten 3.300.000 

      b)   Biaya Tiap Klaim Per Klaim  50.000 

    10)  
Tahun Ke-10 (Tahun Kesepuluh Sejak Tanggal 

Penerimaan Permohonan Paten)   
    

      a)   Dasar Per Paten  3.850.000 

      b)  Biaya Tiap Klaim  Per Klaim  50.000 

27. Denda Keterlambatan atas Pembayaran Biaya (Jasa) Per Paten 2.5% Per 
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No. PNBP Paten Satuan Tarif(Rp.) 

Tahunan Pemeliharaan Paten atau Paten Sederhana Bulan Dari 

Kewajiban 

yang harus 

dibayar 

28 
Biaya (Jasa) Administrasi Permohonan Paten Melalui Paten 

Cooperation Treaty (PCT) 
Per Permohonan 1.000.000 

29. Permohonan Pelaksanaan Paten Secara Regional Per Permohonan 3.000.000 

30 

Keterlambatan Permohonan Paten Melalui PCT Fase 

Nasional Dikarenakan Unsur Ketidaksengajaan 

(Unintentional & Do Care) 

Per Permohonan 5.000.000 
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Lampiran 2e. UU No. 13 Tahun 2016 Paten 

 
Dst....... 
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Lampiran 3a. Formulir Pendaftaran Desain Industri 
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Lampiran 3b. Daftar Kelas Desain Industri (Klasifikasi Locarno) 

sumber lengkap bisa diunduh di: 

http://www.wipo.int/classifications/nivilo/pdf/eng/locarno/LOC_11e.pdf 

 

 
Dst........ 
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Lampiran 3c. Daftar Biaya untuk Desain Industri 

Sumber: 

http://laman.dgip.go.id/layanan-kekayaan-intelektual/desain-industri/tarif-

desain-industri 

 

PNBP Desain Industri Berdasarkan PP No. 45 Tahun 2016  

PNBP Desain Industri Satuan 
Tarif 

(Rp.) 

1.    Permohonan Pendaftaran Desain Industri     

  a. Usaha Mikro dan Usaha Kecil     

    1) Secara Elektronik (online)     

      a) Satu Desain Industri Per Permohonan 250.000 

      b) Satu Kesatuan Desain (Set) Per Permohonan 550.000 

    2) Secara non Elektronik (manual)     

      a) Satu Desain Industri Per Permohonan 300.000 

      b) Satu Kesatuan Desain (Set) Per Permohonan 600.000 

  b. Umum     

    1) Secara Elektronik (onDesain Industri Per Permohonan 800.000 

      a) Satu Desain Industri Per Permohonan 1.250.000 

      b) Satu Kesatuan Desain (Set)     

    2) Secara Non Elektronik (manual) Per Permohonan 1.000.000 

      a) Satu Desain Industri Per Permohonan 1.500.000 

      b) Satu Kesatuan Desain (Set)     

2.    Pengajuan Keberatan atas Permohonan Desain Industri yang 

Diumumkan 
    

  a.    Usaha Mikro dan Usaha Kecil  Per Permohonan 150.000  

  b.    Non UKM Per Permohonan 500.000 

3.    Permohonan Petikan Daftar Umum Desain Industri Per Permohonan 150.000 

4.    Permohonan Dokumen Prioritas Desain Industri 
Per Permohonan 

Desain Industri 
150.000 

5.    Permohonan Salinan Sertifikat Desain Industri  Per Sertifikat  150.000 

6.    Pencatatan Pengalihan Hak Desain Industri     

  a. UMKM Per Nomor Daftar 200.000 

  b. Non UMKM Per Nomor Daftar 550.000 

7.    Pencatatan Surat Perjanjian Lisensi Desain Industri Per Nomor Daftar 350.000 

8.    Perubahan Nama dan atau Alamat Desain Industri     

  a.  UMKM  Per Nomor Daftar 100.000 
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  b.  Non UMKM Per Nomor Daftar 200.000 

9.    Pembatalan Desain Industri        

  a.   UMKM Per Permohonan  0.00 

  b. Non UMKM   Per Permohonan 200.000 

10.  Pengajuan Keberatan atas Putusan Penolakan Permohonan 

Desain Industri yang Ditolak Berdasarkan Pasal 2 & Pasal 4    
    

  a. UMKM 
Per Permohonan 

Desain Industri 
200.000 

  b.  Non UMKM   
Per Permohonan 

Desain Industri  
400.000 

11.  
Permohonan Keterangan Tertulis Mengenai Desain 

Industri Terdaftar    
Per Nomor Daftar   200.000 

12.  
Permohonan Perbaikan Data Permohonan Desain Industri 

   
Per Nomor Daftar  200.000 

13. 

Koreksi Sertifikat Pendaftaran Desain Industri atas 

Kesalahan Data Permohonan Pendaftaran Pendaftaran 

Desain Industri yang Disampaikan Pemohon   

 Per Nomor 

Daftar  
400.000 
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Lampiran 3d. UU No. 31 Tahun 2000 Desain Industri 

 
 

Dst........ 
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Lampiran 4a. Formulir Pendaftaran Merek 
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Lampiran 4b. Daftar Kelas Barang dan Jasa 

 

 
 

 

Dst.......... 
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Lampiran 4c. Daftar biaya untuk permohonan merek 

 
Dst..... 
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Lampiran 4d. Formulir Perpanjangan Merek 

 



SENTRA HKI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

BUKU PRAKTIS MEMAHAMI DAN CARA MEMPEROLEH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 
107 

 

 

 



108 SENTRA HKI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA 

BUKU PRAKTIS MEMAHAMI DAN CARA MEMPEROLEH HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL 

 

 

Lampiran 4e. UU No. 15 Tahun 2001 Merek 

 
 

Dst..... 
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Lampiran 5a. Formulir Permohonan PVT 
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Lampiran 5b. Lembar deskripsi PVT 
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Lampiran 5c. Formulir Pendaftaran Varietas Tanaman 
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Lampiran 5d. Daftar Biaya untuk PVT 

 

 
 

Dst........ 
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Lampiran 5e. UU No. 29 Tahun 2000 Perlindungan Varietas Tanaman 

 

 
Dst............ 
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